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ABSTRAK

“Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam
Ekonomi Islam”

Oleh : Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM. 1711130020

Pagjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) artinya adalah
pajak yang dikenakan atas penghasilan dari seorang Wajib Pgjak
Orang Pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan
yang dilakukan masing-masing Wajib Pgjak, yang mana hal ini
diatur daam UU Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan utama
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip
pemungutan pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Metode
penelitian yang peneliti gunakan ialah metode kualitatif dengan
teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research). Hasil
dari penelitian ini adalah Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh
21) sesua dengan empat prinsip yang harus dipegang oleh
pemimpin atau ulil amri dalam pelaksanaan pemungutan negara,
diantaranya ada nash yang memerintahkan, hanya kalangan kaya
yang menanggung beban, dan ada tuntutan kemaslahatan. Untuk
prinsip ada pemisahan Muslim dan non-Muslim tidak disebutkan
bahwa Pgak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) hanya
diperuntukkan bagi Wajib Pgak Muslim atau hanya untuk Wajib
Pajak non-Muslim sgja. Hal ini membuat Wajib Pajak beragama
Islam harus membayar zakat profesi atau penghasilan serta Pajak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Adanya kewagjiban gandaini
tidak membuat Wagib Pgak Muslim menjadi terbebani
dikarenakan pemerintah telah membuat peraturan dimana dengan
membayar zakat profesi atau penghasilan menjadi aternatif
pengurang bagi penghasilan yang terkena Pgak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21).

Kata Kunci: PPh 21, Prinsip Pemungutan Pendapatan
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ABSTRACT

“Analysis of the Implementation of Individual Income Tax (PPh
21) According to the Principles of Collection of Sate Income in
|slamic economics'

By : Qorien Arifah Elhany Mahaka
NIM. 1711130020

Personal Income Tax (PPh 21) means a tax imposed on
the income of an Individual Taxpayer related to the work or
activities carried out by each Taxpayer, which is regulated in
Law No. 36 of 2008. The main purpose of doing thisis This study
Is to determine the implementation of Personal Income Tax (PPh
21) according to the principle of collecting state income in
Islamic economics. The research method that the researcher uses
is a qualitative method with library research collection
techniques. The results of this study are Personal Income Tax
(PPh 21) in accordance with four principles that must be adhered
to by leaders or ulil amri in the implementation of state
collections, including there are texts that instruct, only the rich
bear the burden, and there are demands for benefit. For the
principle that there is a separation of Muslims and non-Muslims,
it is not stated that the Personal Income Tax (PPh 21) is only for
Muslim taxpayers or only for non-Muslim taxpayers. This makes
Muslim taxpayers have to pay professional zakat or income as
well as personal income tax (PPh 21). The existence of this dual
obligation does not make Muslim taxpayers burdened because the
government has made regulations where paying professional
zakat or income becomes an alternative deduction for income
subject to Personal Income Tax (PPh 21).

Keywords: PPh 21, Income Collection Principle
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses aktivitas yang
dilakukan dengan maksud mengembangkan  atau
mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang
lebih baik. Pembangunan suatu negara merupakan aspek
yang sangat penting supaya suatu negara dapat terus
berkembang hingga meraih kemajuan bagi negara tersebut.
Daam pelaksanaan pembangunan negara, diperlukan
rencana yang matang serta dana yang menjadi syarat utama
yang harus ada dalam suatu pembangunan negara. Tanpa
adanya dana, pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan.

Untuk menjalankan pembangunan, diperlukan sgumah
besar dana yang mana jumlah ini tidaklah sedikit mengingat
pembangunan yang terus bertambah. Suatu negara
memperoleh dana guna pembiayaan pembangunan yaitu
berasal dari sumber pendapatan negara. Adapun sumber
pendapatan negara di Indonesia terdiri dari penerimaan
paak, penerimaan bukan pagak serta hibah. Dari ketiga
sumber pendapatan negara tersebut yang menjadi sumber
utama adalah penerimaan dari pajak.

Apabila tidak ada paak, sebagian besar aktivitas
pembangunan negara akan susah untuk dapat dilakukan.
Pemanfaatan dana yang berasal dari pemungutan paak



diantaranya, yaitu belanja pegawa serta pembiayaan
bermacam-macam kegiatan pembangunan. Pembangunan
sarana umum seperti jalan, sekolah, jembatan, dan rumah
sakit dibiayai dengan menggunakan dana yang berasal dari
pemungutan pajak. Selain itu, pendapatan negara dari pgak
dimanfaatkan guna pembiayaan keamanan bagi semua warga
negara Indonesia. Setiap warga negara sejak dilahirkan
sampai meninggal dunia telah menikmati fasilitas atau
pelayanan dari pemerintah yang dibiayai dengan dana yang
berasal dari pajak.! Dari penjelasan tersebut sudah tampak
jelas jika pajak disuatu negara mempunyai peran yang amat
dominan dalam menunjang kelancaran jalannya pembiayaan
pembangunan suatu negara.

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpgjakan menjelaskan pajak adalah
kontribus wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifaa memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.? Pajak merupakan
kewgjiban semua warga negara dan hubungan antara
pemimpin atau negara dengan warganya baik itu orang

! Miming Lestari, “Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus di kota Makassar)”’, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN
Alauddin Makassar, 2015

2 Ardison Asri, Hukum Pajak & Peradilan Pajak, (Jawa Barat : CV
Jejak, 2021), hal. 13



pribadi dan atau badan hukum dalam kewagjiban membayar
pajak.> Membayar pajak bukan hanya berarti kewajiban,
namun juga menjadi hak bagi setiap warga negara untuk
turut ikut berpartisipasi dalam bentuk berkiprah terhadap
pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Ada banyak jenis pagak yang berlaku di Indonesia
Pertama Pgak Pusat, yaitu pagak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara. Pgjak pusat terdiri dari pgak penghasilan
(PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), paak bumi dan
bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB), cukai dan lainnya* Ada pula pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
yang disebut dengan Pajak Daerah yang digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah.® Pajak daerah terdiri dari
pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pgak reklame, dan lainnya.

Dari berbaga pajak yang disebutkan di atas, penerimaan
pajak yang terbesar diperoleh dari pajak penghasilan. Hal ini
terlihat dari data Badan Pusat Statistik, yang mana pada
tahun 2020 diperoleh penerimaan negara senilai Rp 1.698,6
triliun. Penerimaan negara sebagian berasal dari pajak senilal

® Irwansyah Lubis, Sari Lubis Abidah, Zuhdi Lubis Muhammad, Taat
Hukum Pajak, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), h. 12

* Mardiasmo, Perpajakan, (Y ogyakarta: CV Andi Offset, 2019), h. 9

® Indra Mahardika, Perpajakan Edisi: Tax Amnesty, (Yogyakarta :
Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 15



Rp 1.404,5 triliun. Sisanya senilai Rp 294,1 triliun diperoleh
dari penerimaan negara bukan pajak serta Rp 0,1 triliun dari
hibah. Berdasarkan seluruh penerimaan pgak, tercatat
penyumbang penerimaan negara yang terbesar diperoleh dari
pajak penghasilan, yaitu senilai Rp 670,3 triliun.®

Paak penghasilan adalah pagak yang dikenakan kepada
orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan
penghasilan adalah setigp tambahan kemampuan ekonomis
yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.’

Pgak Penghasilan Orang Pribadi diatur dalam Pasal 21
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dimana dijelaskan
bahwa pagjak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang
diterima berupa ggji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak
dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasa 21
Undang-Undang Pajak Penghasilan.?

® Badan Pusat Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara 2020,
https.//www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-neg.  diakses
pada Selasa 13 April 2021 Pukul 15:23 WIB

" Subadriyah, Pajak Penghasilan, (Yogyakarta : Pustaka Pelgjar,
2017), h. 75

8 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), h.
201



Konsep pajak sudah lama dipraktekkan atau diterapkan
dadam sgarah dunia, bahkan sudah ada sgak zaman
pemerintahan Rasulullah SAW.? Hal ini terlihat dimana pada
masa pemerintahan  Rasulullah  SAW  memperoleh
penerimaan negara yang didapat dari kharaj yaitu pgak atas
tanah yang dipungut dari kaum non-Muslim pada saat
Khaibar ditaklukan pada tahun ke-tujuh Hijriyah, serta jizyah
yang merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-
Muslim yang menjadi bentuk kompensasi atas fasilitas sosial,
ekonomi, layanan kesgahteraan, serta agunan keamanan
yang mereka terima dari pihak negara Islam.™

Selain kharaj dan jizyah, penerimaan negara dalam Islam
juga ada dalam bentuk zakat, ghanimah, sedekah, fay’i,
‘ushr, infag, serta wakaf. Lantas bagaimana dengan
penerimaan negara yang berasa dari Pajak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21) yang berlaku di Indonesia saat ini,
apakah sesua dengan prinsip pemungutan penerimaan
negara dalam Islam? Seperti yang diketahui, sudah jelas
bahwa penerimaan negara berupa Pgjak Penghasilan Orang
Pribadi (PPh 21) belum ada pada zaman pemerintahan Islam.

Pgak atau yang biasa disebut dharibah dalam Islam
merupakan perwujudan bentuk mu’amalah yang terjadi pada

° Ridwan Hakim, “Konsep Pajak dalam Kajian Al-Qur’an dan

Sunnah”, Jurnal Tafakkur, Vol. 2, No. 01 (2021) : 45
1 Jhda Aini, “Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam”, AL-
QISTHU: Jurnal Kajian [Imu-l1lmu Hukum, Vol. 17, No. 2 (2019) : 45-46



suatu bentuk sistem ekonomi dimana setiap orang
mempunyai kewagjiban disamping haknya yang secara
eksklusif digunakan negara untuk mencukupi keuangan atau
tabungan kas negara yang akan digunakan negara untuk
kesgahteraan warga negara dan mencukupi berbagai
kebutuhan guna kepentingan umum.** Pelaksanaannya harus
sinkron dengan syariat Islam, dimana Islan mempunyai yang
namanya aturan guna mengatur norma hubungan antara insan
dengan Allah SWT dan hubungan antar sesama insan pada
semua bidang kehidupan.

Pada bidang ekonomi, Alqur’an maupun Hadist mengatur
bagaimana norma setigp insan dan negara daam
mendapatkan penghasilan, agar terpenuhi semua kebutuhan
seluruh warga negara, baik kebutuhan pribadi maupun
kebutuhan negara. Tanpa batasan aturan syariat, pemerintah
bisa sgja akan menetapkan dan memungut pajak dari warga
negara dengan paksa tanpa memikirkan keadaan warga
negaranya hingga mengarah pada kedzholiman. Pajak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) ini mempunyai sedikit
kesamaan dengan zakat profesi atau penghasilan yang
merupakan kewgjiban bagi umat Islam yang telah sesual
dengan kriteria, yang mana samasama bersumber dari

' Maman Surahman, Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak dalam Hukum
Idam”, AMWALUNA : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2
(2017) : 167



pendapatan atau penghasilan yang didapat oleh orang pribadi
atas pekerjaan atau kegiatan tertentu.

Istilah zakat profesi ini dipopulerkan oleh Yusuf al-
Qardhawi dalam Kitab Figh al-Zakah. Beliau menggunakan
kata kasb al-‘amal wa al-mihn al-hurrah yang berarti profesi
atau jasa'® Penghasilan atau pendapatan yang didapat dari
profesi serta jasa akan menghasilkan al-Mal al-Mustafad
atau kekayaan yang diperoleh dan menjadi hak milik bagi
seorang Muslim melaui usaha baru yang berlandaskan
syariat I1slam. Al-Qardhawi mengelompokkan profesi yang
penghasilannya harus dikeluarkan untuk zakat. Pertama, kasb
al-amal ialah pekerjaan yang terikat dengan lembaga atau
perseorangan dan mendapat Qaji atau honor seperti
karyawan, pegawa negeri sipil, tentara, polri, dan
sebagainya. Kedua, al-mihan al-hurrah ialah pekerjaan tidak
terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak,
seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman,
tukang kayu dan lain sebagainya.’®

Dalam Islam zakat disyariatkan sebagai salah satu bentuk
kepedulian sosia dalam masyarakat. Adanya kepedulian ini
diharapkan dapat menekan timbulnya kesenjangan yang

2 Muhammad Zen, “Zakat Profesi sebagai Distribusi Pendapatan

Ekonomi Islam”, HUMAN FALAH : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1,
No. 1 (2014) : 63

3 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusi nya
(Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), (Yogyakarta : Pustaka Pelgjar,
2016), h. 19



besar antara s miskin dan si kaya. Kepedulian dari seorang
yang kaya kepada saudaranya yang miskin secara tidak
langsung akan menumbuhkan rasa kasih sayang serta dapat
mematikan rasairi dan dengki di tengah masyarakat.™*

Sdah satu dalil yang menjelaskan mengenai perintah
untuk membayar zakat yaitu tertera dalam Q.S Al-Bagarah
ayat 110:

~ -

So KemY AE Gy 515 syl 1,40

T as o lass Lo T /151‘.\;“91)34;;;
Artinya: ““dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. /dan
kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu
kamu akan mendapat pahala nya pada sis Allah.
Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu
kerjakan.”*

Disini terlihat bahwa disatu sisi seseorang yang beragama
Islam diharuskan membayar zakat dimana merupakan bentuk
ketaatan sebagai hamba kepada Allah SWT sang pencipta.
Sedangkan, di sisi lain ia juga harus membayar kewajiban
pajak sebagai bentuk taat warga negara terhadap aturan yang
telah dibuat oleh pihak pemerintah yang telah diatur di dalam

undang-undang. Lalu, apakah hal ini membuat warga negara

“ Muhamad Zainul Abidin, “Kedudukan Zakat dalam Idam
Perspektif Al-Qur’an dan Hadist”, LA ZHULMA : Jurna Ekonomi Syariah,
Vol. 1, No. 1 (2020) : 30

15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : CV
Penerbit Diponegoro, 2018), h. 17



yang beragama Islam menjadi terbebani dalam melaksanakan
kewajibannya? Dimana warga negara yang beragama Islam
menanggung kewagjiban ganda terkait penghasilan yang
diperoleh secara pribadi.

Adapun tarif Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
dijelaskan dalam Pasa 17 UU No. 36 Tahun 2008, yang
mana bagi Wajib Pgjak dengan penghasilan sampai dengan
Rp 50.000.000,00 akan dikenakan tarif pgjak sebesar 5%,
penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp
250.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%,
penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp
500.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%,
serta penghasilan di atas Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif
paak sebesar 30%. Lantas apakah tarif paak yang
diterapkan pada Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
ini merupakan kebijakan yang adil bagi warga negara yang
penghasilannya terkena pajak? Dari paparan tersebut, maka
penulis mengambil tema penelitian dengan judul “Analisis
Pelaksanaan Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam

Ekonomi Islam”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas,
maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini
adalah Bagamana Pelaksanaan Pgjak Penghasilan Orang
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Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan
Negara dalam Ekonomi Islam.
C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip

Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penedlitian
1. Kegunaan Teoritis
Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan

oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi sumber data
atau pun referenss bagi pihak-pihak yang ingin
menambah pengetahuan dan memperdalam pemahaman
yang bermanfaat tentang pelaksanaan Pgjak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip pemungutan
pendapatan negara dalam ekonomi islam.

2. Kegunaan Praktis

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan

oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi
pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan
Pgak Pemghasilan Orang Pribadi (PPh 21) daam

penerapan aturan pajak yang sesuai dengan syariat Islam.
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E. Sistematika Penulisan

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB |1, merupakan bab kajian teori yang berisi tentang
review literatur yang berkaitan dengan penelitian serta kgjian
teori yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian,
diantaranya teori pajak secara umum yang terdiri dari
Pengertian Pgjak, Fungsi Pgak, Klasifikas Pgak, Tarif
Paak. Selanjutnya, teori tentang Pgjak Penghasilan Orang
Pribadi (PPh 21) yang terdiri dari Pengertian Pagak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), Pemotong Pgak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), Wgjib Pgak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), Objek Pagak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), Tarif Pajak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21), serta Perhitungan Pajak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21). Kemudian ada teori tentang Pajak
(Dharibah) dalam Islam serta Prinsp Pemungutan
Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam

BAB 111, merupakan bab metode penelitian yang berisi
tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian.

BAB 1V, merupakan bab yang berisi tentang gambaran
umum hasil dan pembahasan pendlitian yaitu Pgak



12

Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip ada
nash yang memerintahkan, Pgjak Penghasilan Orang Pribadi
(PPh 21) menurut prinsip ada pemisahan Muslim dan Non-
Muslim, Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut
prinsip hanya kalangan kaya menanggung beban, serta Pgjak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip ada
tuntutan kemaslahatan umum.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi tentang
kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.



BAB 11
KAJIAN TEORI

A. Review Literatur

Penelitian yang pertama adalah skripsi yang ditulis
oleh Miming Lestari pada tahun 2015 dengan judul “Konsep
Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota
Makassar)”. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui konsep
pajak dari segi pandangan ekonomi Islam. Metode penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam
membahas pajak terhadap konsep ekonomi Islam. Hasil dari
penelitian ini, ialah sgjak zaman Rasulullah SAW dan para
sahabat konsep pajak sudah ada yang terbentuk dalam kharaj
dan jizyah, yang mana diwagjibkan hanya bagi non-Muslim
yg tinggal di wilayah Muslim. Pgjak tersebut hanya boleh
diambil untuk keperluan yg benar-benar dibutuhkan dan
tidak boleh diambil di luar batas kemampuan pihak yang
menanggungnya.’®

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan,
bahwa penelitian ini menjelaskan tentang konsep pajak yg
berdasarkan dalam pandangan ekonomi Islam khusus untuk
di wilayah Makassar, sedangkan penelitian yang penulis

lakukan menerangkan tentang prinsip  pemungutan

% Miming Lestari, “Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus di kota Makassar)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN
Alauddin Makassar, 2015

13
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pendapatan negara dalam ekonomi Islam pada pengambilan
pajak PPh 21.

Penelitian kedua adalah jurna yang ditulis oleh Evi
Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho, dan Lawe pada tahun
2018 dengan judul “Analisa Mekanisme Penghitungan,
Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan*. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan
pemotongan Pagjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) bagi
karyawan PT. Bina Swadaya Konsultan. Ha ini
dimaksudkan supaya sikap ataupun tindakan perusahaan
sudah sesuai atau belum dengan UU no 36 tahun 2008.
Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasll
dari penelitian ini ialah bahwa PT Bina Swadaya Konsultan
belum menerapkan perhitungan, pemotongan, penyetoran
dan pelaporan PPh 21 sesuai dengan UU no 36 tahun 2008,
yaitu dalam bagian penghitungan dimana perusahaan tidak
memasukkan tunjangan kehadiran dalam penghitungan.’

Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah,
penelitian ini  menerangkan tentang  penghitungan,
pemotongan dan lainnya pada PT. Bina Swadaya K onsultan,
sedangkan pendlitian penulis menjelaskan tentang prinsip

pemungutan pajak PPh 21 dalam perspektif ekonomi Islam

Y Evi Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho, dan Lawe Anasta,

“Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swvadaya Konsultan, Jurnal
Tekun, Vol. 8, No.1 (2018)



15

tanpa membahas terkait penghitungan ataupun pemotongan
dalam pelaksanaan pajak PPh 21.

Penelitian ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh
Kazwaini pada tahun 2017 dengan judul “Epistimologi
Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi”’. Tujuan
penelitian yang dilakukan oleh Kazwaini ialah untuk
mengetahui pandangan Imam Al-Mawardi terkait dengan
tarif pgak dan sistem pgak yang adil. Metode dalam
penelitian ini adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sistem pgak yang adil, sangatlah
relevan dengan spirit Islami. Pemerintah selaku pihak yang
menetapkan pajak harus berlaku arif dengan selalu
mempertimbangkan keadaan rakyatnya, apakah mereka
dianggap mampu atau tidak dalam menanggung beban
pajak.*®

Perbedaan pendlitian ini dengan penelitian yang
penulis tulis ialah bahwa dalam pendlitian ini Kazwaini
menggunakan pandangan Imam Al-Mawardi terkait dengan
tarif dan sistem pajak yang adil, sedangkan dalam penelitian
penulis bahasnya ialah dengan prinsip pemungutan pajak
PPh 21.

Penelitian yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh
Astrid Faradisty pada tahun 2019 dengan judul “Analisis
Kewajiban PPh 21 atas Pegawai dalam Lingkungan Kantor

8 Kazwaini, “Epistimologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-
Mawardi””, AN-NIDA : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 41, No. 1 (2017)
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Perwakilan BPKP Provinss Riau sebagai Pemotong PPh
21”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kantor
perwakilan BPKP Riau telah melaksanakan kewajiban PPh
21 sesua dengan ketentuan yg berlaku. Metode yang
diterapkan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan
analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa kantor perwakilan BPKP provins Riau sudah
menjalankan kewajiban PPh 21 sesuai dengan ketentuan.™
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
penulis lakukan ialah bahwa penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah kantor perwakilan BPKP provins Riau
sudah menjalankan kewagjiban PPh 21 sesua dengan
ketentuan, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang
prinsip pemungutan pajak PPh 21 dalam ekonomi Islam
Penelitian yang kelima adalah jurnal yang ditulis oleh
Gede Sastrawan dan Ida Ayu pada tahun 2021 dengan judul
“Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Indonesia dalam mengenakan PPh 21
bagi Wajib Pajak. Metode yang diterapkan dalam penelitian
ini ialah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian

ini adalah UU yang mengatur tentang Pajak Penghasilan

19 Astrid Faradisty, “Analisis Kewajiban PPh 21 atas Pegawai dalam
Lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provins Riau sebagai Pemotong PPh
217, Jurna lImiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, VVol. 3, No.1 (2019)



17

ialah UU No. 36 tahun 2008, yang mana PPh 21 termasuk ke
dalam penghasilan yang wajib dikeluarkan.?

Perbedaan pendlitian ini dengan penelitian yang
penulis tulis ialah bahwa penelitian ini menerangkan tentang
bagaimana PPh 21 dapat dikenakan kepada seorang wajib
paak yang ada di Indonesia sedangkan penelitian penulis
idlah dalam hal prinsip pemungutan pgjak PPh 21 dalam
ekonomi Islam

B. Kagian Teori
1. Pgak SecaraUmum
a. Pengertian Pgjak
Pgjak adalah pungutan yang terutang dari wajib
paak kepada negara dan akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat luas.®

Manfaat yang
didistribuskan akan dapat dinikmati seusa
pemerintah menggunakannya guna pembiayaan
negara dimana manfaat ini tidak hanya akan
dinikmati oleh s pembayar pgak, melainkan juga
dapat dinikmati untuk semua pihak warga negara.
Menurut Prof P.JA, paak merupakan suatu

pungutan terutang yang dapat dipaksakan kepada

% Gede Sastrawan dan Ida Ayu, “Pengenaan Pajak Penghasilan di
Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan)”, Jurnal Locus Delicti, Vol. 2, No. 1 (2021)

! Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat
Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia™, Islamadina : Jurnal Pemikiran
Islam, Vol. 19, No. 2 (2018) : 76-77
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Wajib Paak dengan tidak memperoleh manfaat
kembali dari pajak tersebut.?? Pajak juga merupakan
bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu
pertumbuhan perkembangan negara yang sifatnya
memaksa. Dimana paksaan ini hanya bagi Wagjib
Pgak yang telah memenuhi kriteria sebaga Wajib
Pgjak. >

Dari  beberapa pengertian di atas dapat
dismpulkan bahwa paak merupakan iuran yang
terutang dari seorang Wajib Pgak kepada negara
yang sifatnya memaksa dan tidak menerima manfaat
langsung dari pajak yang dikeluarkan atau tidak
adanya jasa timbal balik secara langsung guna
keperluan pengeluaran umum dalam pembangunan
negara.

b. Fungs Pgak

Pajak mempunyai duafungsi yakni:

1) Fungs anggaran (budgetair), merupakan fungsi
paak sebagai aat, maksudnya ialah dengan
fungsi ini pgjak mampu menjadi aat untuk
memasukkan dana ke kas negara seoptimal
mungkin. Fungs ini juga disebut sebagai fungsi

%2 Dina Yustisi Yurista,“Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak
Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”, ULUL ALBAB: Jurna Studi dan
Penelitian Hukum Islam, VVol. 1, No. 1 (2017) : 39

? Direktorat Jenderal Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pgjak, 2013), h. 4
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utama paak dimana pemerintah berhak untuk
mengambil paak dari masyarakat guna
membiayai pengeluaran negara® Berdasarkan
fungsi budgetair, pemerintah sebagai pihak yang
membutuhkan dana untuk membiayai berbagai
kepentingan dengan cara mengambil pagak dari
masyarakatnya.

2) Fungs mengatur (regulair), fungsi di mana
pemerintah  berhak untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan sesuai dengan fungs
regulair.® Misalnya adanya lapisan tarif pajak
penghasilan di mana tarif yang tinggi dikenakan
untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi
untuk minuman keras dengan maksud
mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak
tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah
untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif
pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong
ekspor.

c. Klasifikasi Pgjak
1) Pgak Langsung, adalah pajak yang ditanggung
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan
kepada pihak lain secara berulang-ulang pada

** Indra Mahardika Putra, Perpajakan Tax Amnesty, (Yogyakarta :
Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 12

% | azarus Ramandey, Perpajakan Suatu Pengantar, (Y ogyakarta :
CV Budi Utama, 2020), h. 2
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waktu tertentu, seperti Pgjak Pgak Penghasilan
dan Pgjak Bumi dan Bangunan.

2) Pgjak Tidak Langsung, adalah paak yang
pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain
dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atas
peristiwa-peristiwa tertentu sgja, seperti Pagak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Bea Materai
dan Cukai.

3) Pgjak Subjektif, adalah pengenaan pajak dengan
pertamatama memperhatikan keadaan pribadi
Wajib Pgjak. Setelah diketahui keadaan subjeknya
barulah kemudian memperhatikan keadaan
objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat
dikenakan pgak atau tidak, seperti perhitungan
Pagak Penghasilan jumlah tanggungan dapat
mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar

4) Pgak Objektif, adalah pengenaan pajak dengan
memperhatikan objeknya, baik berupa keadaan,
perbuatan atau peristiva yang menyebabbkan
timbulnya kewajiban membayar pagjak. Setelah
diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya
mempunya hubungan hukum dengan objek yang
telah diketahui, seperti Pgak Pertambahan Nilali
yang tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak
tersebut memiliki tanggungan atau tidak. Terkait
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dengan ini dalam penerapan di Indonesia dapat
dilihat dalam pengenaan Pgak Penghasilan Orang
Pribadi (PPH 21), sebelum dikenakan pajak
terlebih dahulu penghasilan netto dikurangkan
dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

5) Pgak Pusat, adadah paak yang berwenang
pemungutannya berada pada pemerintah pusat
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak
Pusat diatur dalam undang-undang dan hasiinya
akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

6) Pajak Daerah Provinsi, adalah pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Provinss dan hasil dari
pemungutan pajak tersebut masuk ke Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

7) Pajak Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, adalah
paak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang mana hasil pemungutan
paak masuk dalam Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah K abupaten/K ota.?®

*® syahrul Mustofa dan Ady Supryadi, Mengenal Hukum Pajak dan
Hukum Acara Pajak di Indonesia, (Bogor : GUEPEDIA, 2020), h. 95-96
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d. Tarif Pgjak
Tarif pgak dibagi dalam empat jenis, yaitu :

1) Tarif proposional, yaitu tarif paak yang
persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan
dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah Pgak
Pertambahan Nila (PPN) dimana semua harga
barang dikenakan pajak PPN adalah sama adalah
sebesar 10%.

2) Tarif regresif atau tarif tetap, yaitu tarif berupa
jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun
jumlah yang dikenai paak. Contohnya adalah
tarif bea materai Rp10.000.

3) Tarif progresif, yaitu tarif pgak akan semakin
besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin
besar. Contohnya adalah tarif Pgjak Penghasilan
(PPh).

4) Tarif degresif, yaitu ktarif pagak yang akan
semakin kecil bila yang dikenai pajak semakin

besar.?’

2. Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

a. Pengertian Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
Penghasilan ialah setigp tambahan kemampuan
ekonomis yang didapat oleh wajib pgak baik yang

berasa dari Indonesia maupun berasal dari luar

13-14

" Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), h.
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Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan wagib pagak yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa
pun.?®
Daam Pasa 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008, menjelaskan bahwa Pgjak Penghasilan Orang
Pribadi adalah pgjak atas penghasilan yang diterima
berupa gagji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.?®
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) adalah pajak
yang dikenakan atas penghasilan seorang Wajib Pajak
Orang Pribadi terkait dengan keahlian, jabatan
ataupun kegiatan yang mereka | akukan.
Pemotong Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
1) Pemberi kerja yang membayar ggji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lan
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

% Subadriyah, Pajak Penghasilan, (Yogyakarta : Pustaka Pelgar,

2017), h. 75

# Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2019), h.

201
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2) Bendahara pemerintah yang membayar ggji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan
uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama
apa pun dalam rangka pensiun;

4) Badan yang membayar honorarium atau
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas;

5) Penyelenggara  kegiatan yang  melakukan
pembayaran sehubungan dengan pel aksanaan suatu
kegiatan.®

c. Wajib Pgak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
adal ah orang pribadi yang merupakan:

1) Pegawai.

2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang
manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan
hari tua, termasuk ahli warisnya.

3) Bukan pegawai yang menerima atau mendapatkan
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan, yang meliputi :

% Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati. Dasar-Dasar
Perpajakan. (Y ogyakarta: Deepublish, 2016), h. 119-120
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a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,
yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,
dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi,
pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang
iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari,
pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

c) Olahragawan.

d) Penasehat, penggar, pelatih, penceramah,
penyuluh, dan moderator.

€) Pengarang, pendliti, dan penerjemah.

f) Pemberi jasa daam segala bidang termasuk
teknik komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi,
dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan.

g) Agen iklan.

h) Pengawas atau pengelola proyek.

i) Pembawa pesanan atau yang menemukan
langganan atau yang menjadi perantara.

j) Petugas penjgabarang dagangan.

k) Petugas dinas luar asuransi.

|) Distributor perusahaan multilevel marketing
atau direct selling dan kegiatan sejenisnya.
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4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan kelkutsertaannya
dalam suatu kegiatan, antaralain meliputi :

a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara
lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan,
ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan
lainnya.

b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan,
atau kunjungan kerja

c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan
sebagal penyel enggara kegiatan tertentu.

d) Peserta pendidikan dan pelatihan.

e) Pesertakegiatan lainnya.

d. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Adapun penghasilan atau pendapatan Wajib Pajak

yang dipotong Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh

21), yaitu :

1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai
tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur
maupun tidak teratur, seperti ggji, asuransi BPJS,
tunjangan beasiswa, tunjangan Hari Raya,
tunjangan Tahun Baru, dan bonus.

31Jaja Zakaria, Ringkasan dan Kumpulan Peraturan Peraturan
Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, (Ebook Jgja, 2018), h. 180
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2) Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun
secara teratur, seperti uang pensiun atau
penghasilan sgjenisnya.

3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan
hubungan kerja dan penghasilan sehubungan
dengan pension, seperti uang pesangon, uang
manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan
hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang
pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua)
tahun sgjak pegawai berhenti bekerja.

4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas, seperti upah harian, upah mingguan, upah
satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan
secara bulanan.

5) Imbalan kepada bukan pegawai, seperti
honorarium, komisi, fee, dan imbalan sgenisnya
dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai
imbal an sehubungan jasa yang dilakukan.

6) Imbalan kepada peserta kegiatan, seperti uang
saku, uang representasi, uang rapat, honorarium,
hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, dan imbalan sgjenis dengan nama
apa pun.

7) Penghasilan yang termasuk penerimaan dalam

bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan
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nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan

oleh:

a) Bukan Wagjib Pgjak.

b) Wajib Pajak yang dikenakan Pagjak Penghasilan

yang bersifat final.

c) Waib Pgak yang dikenai paak penghasilan

berdasarkan norma perhitungan khusus.*
e. Tarif Pgak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

Pgak Penghasilan Orang Pribadi menggunakan
tarif pagak progresif yang artinya persentase pajak
akan bertambah seiring dengan peningkatan dasar
pengenaan pajaknya. Wajib Pajak Penghasilan Orang
Pribadi dengan penghasilan sampa dengan Rp
50.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%,
penghasilan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan
Rp 250.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak sebesar
15%, penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 sampai
dengan Rp 500.000.000,00 akan dikenakan tarif pajak
sebesar 25%, dan penghasilan di atas Rp
500.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 30%.%

% Setu Setyawan, Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan,
PPN & Ppn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah, (Maang :
UMMPress, 2020), h. 65

% Indah Kurniyawati, “Analisis Penerapan Perhitungan dan
Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT.
X di Surabaya”, JPENSI : Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, VVol. 4,
No. 2 (2019) : 1061
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Perhitungan Pagjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh

21)

Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan
pegawai yang memiliki NPWP dan menerima
penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu)
tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU
Pagjak Penghasilan dikalikan dengan Penghasilan
Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pgak (PKP)
dihitung berdasarkan sebagai berikut:

1) Pegawal Tetap : Penghasilan bruto dikurangi biaya
jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksmum Rp
6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan)
dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua,
dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pagjak (PTKP).

2) Penerima Pensiun Bulanan : Penghasilan bruto
dikurangi biaya pension (5% dari penghasilan
bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau
Rp 200.000,00 sebulan) dikurangi Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP).

3) Bukan Pegawai yang memiliki NPWP  dan
menerima penghasilan secara berkesinambungan :
50 % dari Penghasilan bruto dikurangi Penghasilan
Tidak Kena Pgjak (PTKP) perbulan.

Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a
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dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto
untuk setigp pembayaran imbalan yang tidak
berkesinambungan. Peserta kegiatan yang menerima
atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal
17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah
penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang
bersifat utuh dan tidak dipecah.

Pegawal harian, pegawa mingguan, pemagang,
dan calon pegawal, serta pegawai tidak tetap lainnya
yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
satuan, upah borongan dan uang saku harian yang
besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam
satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp.
1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara
bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam
sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari
penghasilan brutosetelah dikurangi Rp. 150.000,00.
Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi
Rp.1.320.000,00 sebulan, maka besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan
untuk satu hari adalah sesua dengan jumlah
Penghasilan Tidak Kena Pgak (PTKP) sebenarnya
dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi
360.
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Pgabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang
menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber
dananya berasal dari Keuangan Negara atau
Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan
tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final,
kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId
kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu ke bawah/ Ajun
Insp./Tingkat | ke bawah.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pgak (PTKP)
adalah :

Rp 15.840.000 Rp 1. 320.000

Rp1.320.000  Rp 110.000

Rp 1.320.000 Rp 110.000

*) anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan
semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat
yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Bagi Wagjib Pgjak yang tidak memiliki NPWP
dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal
17.
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3. Pgak (Dharibah) dalam Islam

Secara etimologi pajak diartikan dengan dharibah
yang dalam bahasa Arab, yaitu menentukan, memukul,
mewajibkan dan menetapkan. Sedangkan menurut bahasa
dharibah diartikan dengan kewgiban dari harta
seseorang yang harus diserahkan kepada negara.® Y ususf
Qardhawi menjelaskan pajak dalam saah satu kitabnya
yaitu figh AZ-zakah, pajak merupakan kewagjiban yang
harus disetorkan kepada negara sesuai dengan jumlah
yang ditetapkan dan tanpa adanya balas kembali yang
mana hasilnya iadah untuk membiayai pengeluaran
negara®®

Menurut Gazi Inayah menerangkan tentang pajak
yang merupakan kewajiban untuk membayar secara
langsung sgjumlah besar kepada pemerintah yang
sifatnya mengikat dan tanpa adanya imbalan lansung.*
Ketentuan pemerintah ini sesua dengan kemampuan si
pemilik harta dan diaokaskan untuk mencukupi
kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi

tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Abdul Qadim

* Maman Surahman, Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak dalam Hukum
Islam”, AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Val. 1, No. 2
(2017) : 168

* Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta : PT Rajawali Pers,
2011), h. 31

*® Dina Yustisi Yurista, “Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak
dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian
Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 (2017) : 46
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Zallum juga memberikan pandangannya terkait pgak, ia
berpendapat bahwa pajak ialah suatu kewagjiban yang
telah diwagjibkan Allah SWT kepada umat Muslim untuk
memenuhi pengeluaran negara saat kas di Baitul mal
sedang kosong demi menghilangkan mudharat bila
pembiayaan negara tidak terpenuhi.’

Definis yang dikemukakan oleh Abdul Qadim
Zalum sudah sesuai dengan syariat 1slam karena terdapat
lima unsur pokok yang harus terdapat dalam ketentuan
pajak menurut 1slam yaitu, diwagjibkan oleh Allah SWT,
objeknya adalah harta (al-maal), subjeknya kaum
Muslim yang kaya sgja dan tidak termasuk non-Muslim,
tujuannya hanya untuk membiaya kebutuhan mereka
(kaum Muslim sga), diberlakukan hanya karena kondisi
darurat (khusus), yang harus di atasi oleh ulil amri.

Pendapatan negara Islam terdiri dari beberapa
sumber yakni, zakat yang juga sekaligus sebagai sumber
penerimaan terbesar. Selain zakat sumber pendapatan
negara Islam juga ada ‘ushr, ghanimah, fay’i, jizyah,
kharaj ,infak, sedekah, dan wakaf .3

3" Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta : PT Rgjawali Pers,
2011), h. 31
** Muh. Fudhail Rahman, “Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran
Negara Islam”, Al-Iqtishad Vol. V, No. 2 (2013) : 244
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Karakteristik pagjak yang membedakan dengan
pajak konvensiona (non-Islam) yaitu, sebagai berikut :

a. Pgak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat
kontinyu yang artinya pajak hanya bisa dipungut
apabila Baitul Mal kosong. Apabila kas Baitul Mal
sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka
kewgiiban membayar pagak dapat langsung
dihilangkan atau dihapuskan. namun beda hal dengan
zakat, yang akan tetap terus dipungut, wakaupun
tidak ada lagi pihak yang memerlukan atau
membutuhkan (mustahik), sedangkan pajak menurut
non-lslam (tax) adal ah selamanya atau abadi.

b. Pgak (dharibah) hanya boleh dipungut guna
pembiayaan yang diwagjibkan dan pada batas yg
diperlukan, sedangkan pagak menurut non-lslam
ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan
agama

c. Pgak (dharibah) dipungut hanya dari kaum muslim
dikarenakan dharibah dipungut untuk membiayai
keperluan yang menjadi kewgjiban bagi kaum
Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim,
sedangkan teori pgjak non-lslam tidak membedakan
Muslim dan non-Muslim dengan aasan tidak boleh

adadiskriminasi.
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d. Pgak (dharibah) hanya diambil dari orang yang
berkecukupan sgja bukan pada orang yg kesusahan.
Orang yang berkecukupan ialah orang yang memiliki
kelebihan harta dari pembiayaan harta, kebutuhan
pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan
keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitar,
sedangkan pajak non-l1slam, terkadang paak juga
dipungut atas golongan yang tidak mampu. seperti
PBB atau PPN yang tidak melihat siapa subjeknya,
tetapi semata-mata melihat objek (barang atau jasa)
yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.

e. Pgak (dharibah) dipungut hanya untuk pembiayaan
yang diperlukan. Jika sudah cukup maka
pemungutannya dihentikan, berbeda dengan teori
pajak non-lslam (tax) tidak ada batasan pemungutan,
selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut

f. Pajak (dharibah) dapat dihapus, bila sudah tidak
diperlukan. Hal ini sudah dipraktikan oleh Rasulullah
SAW dan para khalifah sesudah beliau. Sedangkan
menurut teori pajak non-l1slam (tax), pajak tidak akan
dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber
pendapatan. Malahan ada suatu ungkapan orang
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Inggris yang mengatakan bahwa ada dua hal yang
pasti di dunia, yaitu kematian dan pajak. >
4. Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Islam
Sebelum melakukan pemungutan pendapatan
negara, seorang pemimpin atau Ulil Amri harus menaati
beberapa prinsip yg harus terpenuhi. Yaitu : ©°
a. AdaNash yang Memerintahkannya
Setiap pendapatan harus berasal dari sumber yang
baik dan diperoleh sesuai dengan syara bukan di
peroleh dari perbuatan tercela. Prinsip pertama yaitu
ada Nash yang memerintahkan, dimana Allah SWT

berfirman :

-~ . 25 = A___ A =E, 882, _
L 157355 Jaedl oSS S350 1556 45
> g z

Iyl o G el edl )

O35 2205 53U AU
Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan
harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan
jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang

¥ Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta : PT Rgjawali Pers,
2011), h. 33-34

0 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta : PT Rajawali Pers,
2011), h. 126-129
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lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu
mengetahui.” (QS Al-Bagarah: 188)*

Allah SWT melarang keras mengambil hak atau
harta yang bukan miliknya, melainkan dengan tata
cara yang telah disebutkan dalam dalil Alqur’an
maupun hadits.

b. AdaPemisahan Muslim dan Non-Muslim

Pemungutan pagjak harus dibedakan antara Muslim
dan non-Muslim, dalam Islam pagak yang diberikan
sekaligus dipungut kepada kaum non-Muslim ialah
jizyah dan kharaj, dimana dijelaskan pula dengan
firman Allah SWT:

TR DO TN T
N5 salguds Al ol G Ogei2 NG Y
y }

Jmy — .
Lo e
Artinya: ““Perangilah orang-orang yang tidak
beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari

! Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : CV
Penerbit Diponegoro, 2018), h. 29
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Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak
beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan
patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS.
At-Taubah: 29)*
c. HanyaKaangan Kaya yang Menanggung Beban
Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga
adalah bahwa sistem zakat dan pgjak harus menjamin
bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang
mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

R I T IR A B A
_5.1.1‘..\5).4.»”‘_)30%\3\.4_5.1:: 2239

120 0985 el N ST AT 453
Artinya: “dan mereka bertanya kepadamu apa yang
mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (Al-
Bagarah; 219)*

“2 K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : CV
Penerbit Diponegoro, 2018), h. 191

3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : CV
Penerbit Diponegoro, 2018), h. 34
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Orang kaya adalah orang yang mempunyai
kekayaan melebihi dari kebutuhan bukan melebihi
keinginannya apalagi melebihi syahwatnya. Yang
menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber
penerimaan hanya dipungut dari orang kaya sgja,
sekalipun dari non-Muslim, jizyah misalnya, tidak
dipungut dari orang yang betul-betul tak mampu.
Jizyah tidak diambil selain dari kaum prianya,
sehingga tidak wajib bagi kaum wanita, anak-anak
serta orang gila. Hal ini menunjukkan keadilan dalam
Islam, dalam pembebanan kepada masyarakat,
sekalipun terhadap non-Muslim.

. AdaTuntutan Kemas ahatan Umum

Prinsip kebijakan penerimaan negara ke-empat
adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum, yang
mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan.
Dalam keadaan tertentu (darurat), Ulil Amri wajib
mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau
tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan
tersebut, besar kemungkinan dapat menimbulkan
kemudharatan yang lebih besar lagi.

Atas dasar tuntutan umum itulah, negara boleh
mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan. Salah
satu hadist yang memerintahkan untuk memenunhi

tuntutan kemaslahatan umum, yaitu:
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( ) 4oy e Jasae a5l Y
“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan
pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta
pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR.
Muslim)*

Seorang pemimpin (khalifah), harus mampu
mencukupi kebutuhan rakyatnya, terutama kebutuhan
pokok seperti, makanan, pakaian, perumahan,
kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hal ini
merupakan kebutuhan pokok yang harus ada.
Makanan, pakaian, dan perumahan merupakan
tanggung jawab individu (kepala keluarga),
sedangkan kesehatan, pendidikan, dan keamanan
merupakan tanggung jawab kolektif, yang mesti
dikoordinasi oleh negara. Khalifah harus mengadakan
kebutuhan ini, di saat ada atau tidaknya harta*

Dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban
untuk meningkatkan kesgjahteraan masyarakat yang
dipimpinnya. Semua kebijakannya, harus didasarkan
pada maslahat atau kesejahteraan rakyat. Sebaliknya,
masyarakat yang telah memberikan mandat atau
kepercayaan kepada pihak pemerintah, harus tunduk

* Mokhamad Khoirul Huda, *“Hukum Pajak Kontemporer-Teori,
Praktik dan Perkembangan™, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018), h. 6

> Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta : PT Rajawali Pers,
2011), h. 129
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dan patuh kepadanya. Jika kewagjiban timbal balik ini
dapat berjalan dengan baik, negara yang adil dan
makmur akan menjadi kenyataan.*® Akan tetapi jika
terjadi sebaliknya, dapat dipastikan kesenjangan
sosiad akan terjadi dan negara akan dalam keadaan
kacau balau.

% giti Mujiatun, “Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Islam”,
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No. 3 (2015) : 72-73



BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini ialah penelitian studi kepustakaan atau biasa
dikena dengan istilah library research. Dimana yang
dijadikan sumber data ialah teori-teori yang berasal dari
berbagai literatur seperti beberapa buku, artikel jurnal, paper,
dan semua sumber lain yang ada kaitannya dengan pokok
permasalahan penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Data primer idah sumber data utama yang
langsung menghasilkan informasi yang dibutuhkan
kepada pengumpul data*’ Sumber data primer dalam
penelitian ini adalah Pgak Penghasilan Orang Pribadi
(PPh 21) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang tidak

memberikan atau menghasilkan informasi secara langsung

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung : Alfabeta, 2019), h. 296

42
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mengenai permasadlahan  penditian®  Penulis

mengumpulkan, membaca, mempelgari, serta

menganalisa secara sistematis sumber-sumber data yang

diperoleh dari buku, artikel, browsing serta referens

lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan (library research). Dimana pendliti
mengumpulkan data dari buku-buku di perpustakaan, artikel,
browsing dan sebagainya. Data yang sudah diperoleh
kemudian diolah dan dipilih sesua dengan masalah
penelitian yang kemudian dianalisis untuk dapat diambil
kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah, pertama reduksi data yaitu meringkas, memilah data
pokok, memfokuskan pada materi yang penting, dicari tema
dan polanya.*® Reduksi data merujuk pada proses pemilahan,
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang
terjadi dalam catatan yang tertulis. Reduks data akan
berlangsung secara terus menerus sampai laporan tersusun.
Kedua, penygjian data yang mana data sekumpulan informasi

“ sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung : Alfabeta, 2019), h. 296

“9 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,
2015), h. 92
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disusun sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.®
Pada pendlitian ini penygian data berupa teks naratif.
Terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan
menjawab rumusan masalah sesuai dengan hasil penelitian
yang telah dilakukan..

% Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi
Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 123



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pgak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip
AdaNash yang Memerintahkannya
Aturan-aturan dalam syariah sangat terkait dengan
berbagai dimensi aspek perilaku manusia. Aspek ekonomi
hanyalah salah satu dari serangkaian perilaku manusia
Begitu pula kewgjiban paak sebaga sesuatu Kketetapan
aturan perundang-undangan negara mempunyal tujuan dan
hikmah yang membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan
bagi umat manusia sebagai warga negara yang baik.>*
Adakewajiban lainnya selain zakat yang harus dikeluakan
oleh seorang Muslim. Pemungutan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi (PPh 21) dapat dijadikan sebaga kewgjiban lain
selain zakat. Dengan pemungutan Pgjak Penghasilan Orang
Pribadi (PPh 21) dapat menjadi salah satu jalan dalam
membantu sesama. Hal ini berkaitan dengan pernyataan yang
datang dari para Muslim lain mulai zaman sahabat hingga
masa tabi’in, yaitu Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, 1bnu Umar,
Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari
kalangan sahabat. Pernyatakan itu diabsahkan Sya’bi,
Mujahid, Thawus, ‘Atha, dan lain-lain dari kalangan tabi’in.

L Norsulfiani Supriadi, “Kebijakan Tax Amnesty dalam

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ditinjau dari Aspek Magashid Al
Syariah™, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isam, UIN Alauddin
Makassar, 2017
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Salah satu dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah
SWT dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 177 :
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Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur
dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan
harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,
orang-orang  miskin, musafir (yang  memerlukan
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;dan

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan
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menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka
itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka
[tulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Bagarah :
177)>

Mereka menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan
alasan yang kuat sebagal dalil mengenai adanya kewajiban
atas harta selain zakat. Harta yang dicintai harus diberikan
kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir, dan
seterusnya, sebagai pokok unsur kebaikan.* Pemanfaatan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) yang keluarkan
guna kepentingan kemaslahatan warga negara akan dapat
menjadi alternatif jalan melaksanakan semua anjuran Allah
SWT yang disebutkan di dalam surat Al-Bagarah ayat 177 di
atas.

Ada dalil lain yang juga menjelaskan mengena adanya
kewgjiban lainnya selain kewagjiban zakat bagi seorang
Muslim, yaitu hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :
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%2 K ementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : CV
Penerbit Diponegoro, 2018), h. 27

% Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta : PT Rgjawali Pers,
2011), h. 148-149
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin
Ahmad bin Madduwaih telah menceritakan kepada kami Al
aswaad bin ‘Amir dari Syarik dari Abu Hamzah dari Asy
Sya’bi dari Fatimah binti Qais dia berkata, saya bertanya
kepada Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam tentang zakat, lalu
beliau bersabda: ““sesungguhnya pada harta ada kewajiban
atau hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.”” Kemudian beliau
membaca firman allah ta’ala yang terdapat dalam surat Al-
bagarah: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur
dan barat itu suatu kebajikan ayat.” (HR. Tirdmizi)>
Islam berkecenderungan membagi kekayaan dikaangan
masyarakat secara merata dan tidak  membiarkan
menumpuknya harta karena setiap harta yang dimiliki
seseorang itu ada hak orang lain yang membutuhkan, serta
menghindari dari sifat berlebih-lebihan. Pgak penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21) dapat menjadi sarana bagi Wajib
Pajak untuk mengeluarkan sebagian pendapatannya atau

> Tafsir Al-Qur’an Online. https://tafsirg.com/hadits/tirmidzi/595.
Pada Senin, 20 Juli 2021, Pukul 13.24 WIB
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penghasilannya guna menghindari penumpukan harta. Hal
ini relevan dengan firman Allah SWT berikut :
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Artinya: ““dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma,
tanaman yang bermacamrmacam buahnya, zaitun dan
delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama
(rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam
itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari
memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
miskin); dan janganlah kamu  berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-
lebihan.” (Q.S. Al-An’am : 141)

Allah SWT juga telah menjelaskan bahwa sebagai umat
Islam, kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat kebaikan

dan mencegah kemungkaran, karena Allah SWT senantiasa



50

bersama orang-orang yang berbuat baik. Ha ini sesuai
dengan firman Allah SWT :

(a8
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Artinya : *““dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari
keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada
mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-
Ankabut : 69)

Dengan membayar Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh
21) merupakan salah satu bentuk perbuatan yang baik.
Dengan membayar pagjak ini, makawajib pajak telah menjadi
warga negara yang taat dan patuh terhadap peraturan dari
pemerintah. Selain itu juga, Wgjib Pgak telah turut serta
berkontribus guna meringankan beban dari pemerintah
dalam pelaksanaan pembangunan negara demi kepentingan
bersama untuk mencapai masyarakat yang bermartabat, adil
dan makmur. Di dalam Islam telah dijelaskan bahwa apabila
melakukan perbuatan yang baik maka akan memperoleh
balasan yang baik pula, begitupun sebaliknya. Hal ini relevan
dengan firman Allah SWT berikut :
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Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan
barangsiapa yang mengerjakan kejahatan  sebesar
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”
(Q.SAI-Zalzaah : 7-8)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) telah dapat di masukkan
ke kategori harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang
Muslim selain zakat. Selain itu, Pgak Penghasilan Orang
Pribadi juga merupakan salah satu sarana untuk
mengeluarkan sebagian pendapatan agar tidak terjadinya
penumpukan harta di golongan tertentu sgja, serta merupakan
bentuk perbuatan baik sesuai nash yang disebutkan
sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Pgak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21) telah sesuai dengan prinsip pertama
yang harus dipegang oleh pemimpin atau ulil amri dalam
pel aksanaan pemungutan negara.

. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip
Ada Pemisahan Muslim dan Non-Muslim

Pada Pgak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) hanya
dijelaskan yang menjadi Waqjib Pgjak adalah orang pribadi.
Tidak disebutkan bahwa Pgak Penghasilan Orang Pribadi
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(PPh 21) hanya diperuntukkan bagi Wajib Pgjak Muslim atau
hanya untuk Wajib Pgjak non-Muslim sgja. Kedua pihak
sama-sama menjadi Wajib Pgjak Penghasilan Orang Pribadi
(PPh 21). Hal ini juga membuat Wagjiib Pgak Muslim
mempunyai keharusan membayar zakat dimana merupakan
bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT sebagai
sang Pencipta dan juga wajib membayar pajak sebagai
bentuk ketaatan warga negara kepada aturan yang telah
dibuat oleh pemerintah yang telah diatur dengan undang-
undang. Wajib Pgjak yang beragama Islam menanggung
kewgjiban ganda terkait penghasilan yang diperoleh secara
pribadi.

Adanya kewgjiban ganda nyatanya tidak membuat Wgjib
pagak Muslim menjadi terbebani dikarenakan pemerintah
telah membuat peraturan dimana dengan membayar zakat
profesi atau penghasilan menjadi alternatif pengurang bagi
penghasilan yang terkena Pgak Penghasilan Orang Pribadi
(PPh 21). Zakat profes atau penghasilan merupakan salah
satu instrument fiskal Islami yang sangat luar biasa
potensinya. Jika zakat profesi dikelola dengan baik, maka
akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga
menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat
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dan pemerataan pendapatan. Ujung dari itu semua akan

menjadikan peningkatan perekenomian bangsa.>
Pemotongan jumlah pajak bagi pihak yang membayar

zakat dalam tinjauan keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor Kep-163/Pj/2003 yang kemudian diganti dengan

keputusan Direktur Jenderal Pgak Nomor PER-6/PJ2011

diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a Zakat dibayarkan oleh wajib paak orang pribadi
pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pgak Badan
dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam;

b. Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
sebagaimana daam UU No 23 Tahun 2011 tentang
Pengel olaan zakat;

c. Besarnyazakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan
kena pagjak adalah 2,5% dari jumlah penghasilan;

d. Pengurangan zakat atas penghasilan dilakukan dalam
tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam
surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pgjak Penghasilan
Wajib Pgjak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun
diterima/ diperolehnya penghasilan;

* Alfina Damayanti, “Problematika Zakat Profesi di Era Modern
Menurut Hukum Islam”, ESA : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2 (2020)
: 260-261
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e. Waib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat
(SSz) atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan
Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran
zakat pada SPT Tahunan Pgjak Penghasilan tahun pajak
dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan
tersebut; >

f. SSZ diakui sebagai bukti pembayaran zakat dan bukti
untuk pengurangan zakat terhadap penghasilan bila
memuat: nama lengkap wajib pgak, aamat jelas wajib
pajak, nomor pokok wajib pajak, jenis penghasilan yang
dibayar zakatnya, sumber/jenis penghasilan dan
bulan/tahun perolehannya, besarnya penghasilan, serta
besarnya zakat atas penghasilan.”’

Perintah membayar zakat bukan hanya sekedar untuk
ditunaikan semata akan tetapi harus diserta dengan
pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata
kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Disini
peran dari lembaga pengelola zakat sangatlah penting. Untuk
memaksimalkan potensi zakat dalam usaha penanggulangann
kemiskinan serta peningkatan kesegahteraan masyarakat,
zakat dapat disalurkan sesuai dengan amanat UU Nomor 23

% Zzainab, “Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan bagi
Pembayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten
Semarang Pasca Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat”, Skripsi Fakultas Syariah, Ingtitut Agama Islam Negeri
Salatiga, 2017

" Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta : PT Rgjawali Pers,
2011), h. 193
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Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAYS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)
sehingga keberadaan zakat dapat dikelola dengan baik, serta
tepat sasaran.”® Dengan begitu zakat dan pajak mempunyai
kedudukan yang samasama penting sebagai sumber
pendapatan negara guna meningkatkan kesgahteraan
masyarakat |uas serta pembangunan negara.

C. Pgak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip
Hanya Kaangan Kaya yang M enanggung Beba

Seperti yang sudah dijelaskan pula sebelumnya bahwa
Pgjak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menggunakan
tarif progresif. Wajib Pgak Penghasilan Orang Pribadi
dengan penghasilan sampal dengan Rp 50.000.000,00 akan
dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan di atas Rp
50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 akan
dikenakan tarif pgak sebesar 15%. Penghasilan di atas Rp
250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 akan
dikenakan tarif paak sebesar 25%, serta penghasilan di atas
Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) dengan tarif
progresif adalah salah satu solus yang sangat ampuh guna
menjembatani jurang kemiskinan yang marak muncul di
antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan
masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tarif progresif ini

%% Mohammad Lutfi, “Kompilasi Regulasi Zakat dan Pajak’, Madani
Syariah, Val. 4, No. 2 (2021) : 16
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dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi
pada golongan yang mampu sehingga dapat menegakkan
keadilan, kesgahteraan sosia dan bahkan kegiatan
pendistribusian pendapatan atau penghasilan yang merata,
yang mana hal ini selaras dengan sasaran Islam.

Keadilan sosial dan distribusi pendapatan dalam ekonomi
Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat
untuk mencapai kesgahteraan di dunia dan akhirat. Sudah
menjadi kewajiban bagi umat Muslim agar memprioritaskan
keadilan sosial dan distribus pendapatan yang bertujuan
pada pemerataan menjadi faktor penting dalam
perekonomian Islan.® Pajak Penghasilan Orang Pribadi
(PPh 21) juga telah sesuai dengan prinsip yang ketiga ini.
Untuk warga negara yang berpenghasilan rendah tidak
diwajibkan membayar pajak karena di dalam Islam mengatur
bahwa tidak akan membebankan sesuatu pada pihak yang
tidak dapat memikul beban tersebut.

D. Pgak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip
AdaTuntutan Kemaslahatan Umum

Ketika terjadi keadaan yang darurat dan kas negara
sedang kosong, seorang Ulil Amri sebagai pemimpin suatu
wilayah diperbolehkan untuk mengambil paak demi
kepentingan kemaslahatan umat dan bila tidak terpenuhi

® Ummi Kalsum, “Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam
Ekonomi Islam™, LI FALAH : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vo. 3,
No. 1 (2018) : 43
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kemungkinan akan terjadi kemudharatan yang jauh lebih
besar dari yang telah terjadi. Atas dasar inilah, negara
diperbolehkan untuk mengambil suatu jenis pungutan
tambahan.

Pemerintah dalam membuat peraturan  mengenal
kewajiban membayar pajak penghasilan telah
mengedepankan kemaslahatan umum dan seluruh warga
negara. Dengan begitu, maka warga negara yang telah
memenuhi kriteria menjadi Wajib Pgjak sudah seharusnya
menaati aturan yang sudah diputuskan oleh pihak
pemerintah. Sebagaimanafirman Allah SWT berikut :

G100 5 Ll ¢
)i.‘.f‘/-xu

Artinya : ““Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah

s

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”
(Q.S. An-Nisa: 59)%®

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia harus
taat kepada Allah SWT, yakni menjalankan perintah-Nya dan
menjauhi larangannya-Nya. Kepada Rasullah SAW, yakni
yang dituliskan dengan membawa risalah dari Allah SWT
yang wajib ditaati. Mentaati Rasulullah SAW sama dengan
mentaati zat yang mengutusnya Allah SWT. Terakhir taat

% K ementerian AgamaRl, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : CV
Penerbit Diponegoro, 2018), h. 87
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kepada ulil amri, sebagai umat manusia tidak hanya patuh
terhadap terhadap Allah SWT dan Rasul kita melainkan
kepada pemimpin juga seperti pemerintah.®* Salah satu
contoh taat kepada pemerintah adalah dengan taat dan
disiplin dadam membayar pgak penghasilan. Semakin
banyak masyarakat yang taat dalam membayar pagak,
terkhususnya pajak penghasilan maka akan semakin
membantu pemerintah guna mendapatkan pemasukan untuk
mengisi kas negara yang akan digunakan untuk kebutuhan
umum.

Selain ayat di atas, juga ada hadits yang menjelaskan
untuk taat pada pemimpin, yaitu :

28 Y] pany ey Sielal 28 e dday (e

Artinya : "Barang Siapa yang mentaati aku sungguh ia telah
mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku
sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat
pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang
siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah
durhaka padaku.” (H.R. Muslim no. 1835)

6 Naufal Muhammad, “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel
Terhadap Pendapatan Adli Daerah (PAD) di Tinjau dari Perspektif Ekonomi
Idam Sudi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
Kota Metro (2012-2019)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Raden
Intan Lampung, 2020
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Ulil amri adalah pemilik kekuasaan atau seseorang yang
berhak untuk mengatur dan memimpin pada jalan yang lurus
dan mencegah agar tidak melenceng dari syariat 1slam dan
tidak mengarah pada kemudharatan. Ulil amri harus
menentukan kebijakan atau keputusan-keputusan demi
kemaslahatan umat yang sesuai dengan anjuran Algur’an dan
Hadist. Apabila dari kebijakan yang dikeluarkan ulil ani
(pemerintah) melenceng dari syariat I1sam dan mengarah
pada kemudharatan maka kewagjiban untuk mematuhi ulil
amri (pemerintah) sudah hilang atau dapat diabaikan.

Menurut Abu Yusuf tugas utama pemimpin (ulil amri)
adalah mewujudkan serta menjamin kesgjahteraan rakyatnya.
Beliau menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan warga
negara dan mengembangkan berbagal proyek yang
berorientas pada kesgjahteraan umum. la mengungkapkan
bahwa sebaik-balk penguasa adalah mereka yang
memerintah demi kemakmuran warga negaranya dan
seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah,
tetapi warga negaranya malah menemui kesulitan.®® dengan
begitu terlihat dimana Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh
21) ini sudah sesuai dengan prinsip adanya tuntutan demi
kemasl ahatan umum.

%2 Rachmatullah Oky, “Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah
Alternatif ~ Solusi Perpajakan di Indonesia”, 1QTISHODUNA : Jurna
Ekonomi Isam, Vol. 8, No. 1 (2019) : 5



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) adalah adalah
pajak yang dikenakan atas penghasilan seorang Wajib Pgak
Orang Pribadi terkait dengan keahlian, jabatan ataupun
kegiatan yang mereka lakukan. Pgjak Penghasilan Orang
Pribadi (PPh 21) telah sesuai dengan empat prinsip yang
harus dipegang oleh pemimpin atau Ulil Anmri daam
pelaksanaan pemungutan negara, yaitu ada nash yang
memerintahkan, hanya kalangan kaya yang menanggung
beban, dan ada tuntutan kemasl ahatan.

Untuk prinsip ada pemisahan Muslim dan non-Muslim
tidak disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi
(PPh 21) hanya diperuntukkan bagi Wajib Pgjak Muslim atau
hanya untuk Wajib Pajak non-Muslim sgja. Kedua pihak
sama-sama menjadi Wajib Pgjak Penghasilan Orang Pribadi
(PPh 21). Ha ini membuat Wajib Pgak beragama Isam
harus membayar zakat profesi atau penghasilan serta Pajak
Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Adanya kewajiban
ganda ini tidak membuat Wajib Pajak Muslim menjadi
terbebani dikarenakan pemerintah telah membuat peraturan
dimana dengan membayar zakat profesi atau penghasilan
menjadi alternatif pengurang bagi penghasilan yang terkena
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21).

64
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Saran

Hendaklah warga negara yang menjadi Wajib Pajak agar
taat dalam membayar pajak terkhususnya Pgjak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21). Dimana pajak tersebut telah dibuat
sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dan didistribusikan
atau dimanfaatkan guna meningkatkan kesegjahteraan warga
negara dan pembangunan negara dengan tidak membebani

Wajib Pajak tersebut diluar kemampuan mereka.
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ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT EKONOMI
ISLAM

Analvsis of the implementation of pensonai income 1ax
wccorviding (PPh 21) to islamic economics

Qurien Arilah Elbany Mahaka', Havizon®, Luey Auditya®
Instifir Apama Islam Nepeni Bengkuln

ABSTRACIH

Personal income tax (PP 21) is a mandarory levy relating
fo income eqined by an mdnadugl maxpaver frough the work,
services or aethaties he s doing The research was conducted
wirly flre aim of knawing the implemeniation of taxes (PPh 21)
the context of fslanmic econonmiics, The methad vsed i thes siedy s
a qualitative method which is included v fibray research,
namely tha research sources come fram hooks, previous researoh,
Jowrnals, and the imternet. From all these sources, then processed
to be analvsed in order to get a concluston. The resules af tiis
study are that the determination of progressive rates on personal
meome tax (PPh 21) 15 allowed i e for consideraiions of
Justice and benefit and persanal income tax (PFh 21) meets the
principle of tax collection (dharibal) in Isfarne economics so
that the tax may be taken

Keywaords : PPL 21, progressive rates, principle of collection



ABSTRAK

Tajak penehasilan orang pobadi (PPML21) adalah punputan
waph vang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh seorang
wajib pajak orang pribadi melalui pekegaan, jasa ataupun
kestntan vang sedang dilekukammya, Penelittan dilakukan dengan
lujuan umtuk mengelshu pelaksanaan pajgak (PPh 21) dalan
konteles ekonomi Islam. Metode yang digunakan di dalam
penelitian mi adalah metode kualitatif yang tenmasuk dalam
penclitian kepustalaan, yvai sumber penelitian berasal dan buku,
penelitian terdahnlu, rnal, dan miterner. Dart semma sumber
lersebut, kemudian diolah untuk diznalisis gung mendapakan
suat kesunpulan. Hasil dan penehinan un yatu penetapan tanf
progresif pada pajak  penghasilan ovang  pnbadi (PPh 213
diperbolehkan dalam Islam aras pertimbangan keadilan dan
kemaslalialan serly pajak penghasilan orang pribadi (PPL 21)
memenvhi prinsip pennmgutan pajak (diraribal) dalam ekonom
Islam sehingga boleh diambil pajalmya.
Kata Kunci : PPh 21, Tanl Progresif, Prinsip Pennmgutan



PENDAHULUAN
Pembangunan  adalah
suatu proses kepiatan vang
dilakukan denpan maksud
e emban ghan alau
mengadalkan
perubabian  kearab keadaan

perubahan-

yang lebih baik.
Pembanginan suatu negara
merpakan oaspek yangp

sangcal  penting  agar  suatl

LETara dapat lerus
berkembang lungga merah
kemajuan hagi negara

tersebut. Dalam pelaksanaan
pembangunan negara,
diperlukan rencana  vang
malang. Selam 1w, penhal
dana  juza  meiupakan hal
pokok vang hams ada dalam
suatu pembangunan. Tanpa
adanya dana, pembangunan
tersebut tfidak akan dapat
begalan. Untuk menjalankan

pembangunan,  diperhukan

sepumlall besar dapa wvanp
wang  qumlalh o bdaklab
sedikil mengingal
pembangunan  yaog  letus
hertambah.  Suati  negara
memperoleh dana guna
pembiavaan  pembangunan
yaitu berasal dan  swnber
pendapatan negara. Adapun
sumber pendapatan negara
terdiri  dati penerimaan
pajak, penerimaan  bukan
pajak serta lubal,

Pajak mesrupakan suatu
bentuk  patisipast  wanb
VHILE lerulang, VHNZ
dibebankan kepada orang
pribadi atau badm wmtuk
diserahkan  kepada negara
yang  bersifat  memaksa
berdasarkan undanz-undans,
pajak vang sudah dibavarkan
tersebul tdak serta merla

dignnakan unmnk

kepentingan  individu  vang



dibebankan pajak  tersebmt
melamban  dapaka
Kepentnpan mwsyvarakat Tugs
(Ansslasia dan Tihis, 2014).
Pajak
(PPh).

Bangmnan

dle

Penghasilan
Pajak Bumi dan
(PBB),

Nilai (PPN)

Pagak
Pertambahan
cubal  dan pajak lawngya,
menipalan

parak vang secas langsung

Pelernaan

dipungul diarbil oleh
pemerintah pusat. Selain it
juga  ada  pajak

dipmngut  oleh  Pemerintah

Jang
Provinsi  dan  Pemerintah
Kabupaten/'Kota wang
dischut dengan Pajak Dacrah
(Gustalumi, 2011). DPajak
penzhasilan menpakan
pajak  svang berasal dan
seImnua perolehan
penghasilan yang  diterima
SESEOANE dikarenakan

pekerjaan yang ia lakkan,

selama  hal tersebut fetap
berkatan denpan pekegaan
vang dikerakan oleh orang
pribach selaku wapb pajak
(Mardiasma, 2019). Adapun
tarif pajak penghasilan orang
pribach  dapat
dalam benmik tabel dibawah

disajikan

i

Tabel Besaran Tarif Pajak
Penghasilan Orang Pribadi
Resaran Penghasilan

Kena Pajak

Pengshiasalan saupa dengan
Rp 30000000, 00
Penglasilan di atas Bp
A0.000.000.00 sampai
dengan Bp 250 000,000,00
Penahasilan di atas Hp
250000000 00 saupa
dengan Bp 5000000060, 00

Penglasilay di atas Rp
SO0 000.000,00
St itk _|_:.1':l
Berdasakan fabel
diatas, lerlihal jelas bahwa

Tarif Pajak

5ig

15%

C25up



persentase lanl pajak akan
seimakin besar sesuai dengan
peningliatan besaran
penghasilan kena pajaknva.
Hal 1 disebul dengan Lanal
pajak progresi (Supramono
dan Theresia, 2019).

Pajak atan vang lzbih
dikenal dengan nama
ezl dalam [slam

menipakan

benluk  musmalall  yang

perwujudan

terjady di dalam suatu bentuk

dimana
memiliki
kewajiban dissonping hakuva

sistern chonomi
sefiap  orang

yang secara langsung
dimanfaatkan negara untuk
mencukup  keunangan  alan
tabungan kaz negara yang
akan  dimmakan  pegas
untuk kesejaliteraan rakvat
dan  mencukupi  berbagai
kcbutuban guna kepentinpgan

nmm (Maman dan Fadilah,

2017, Dadalam  penelitian
Eka 5n
diterangkan bahwa

pemerntah yang berwenang

Wahyuni,

dalam mengakomodas
serua kepmatan neypara sudah
sgjak dan zaman Kasulullah
S5AW  mengenal  konsep
pyak, lhal wy berdassckan
pada  zaman  Rasniullah
SAW  sudah
sislemy gizvah den Eharay
(Cka, 2014).

mengzenal

Sclaim gyl dan
wharaj, pendaparan negara
dalam  Islam  jqugs  ada
ghanimah,  ‘ushr,  zakat,
sedekah, infag, fav'i dan
wakal Untuk pajak
penphasilan  orang  pribadi
tudak  ada  pada zmnan
Rasulullah SAW. sahabat,
dan  Tabi'in, melainkan
mmlar muneul saat ekonomy

modern. Pajak penghasilan



orang  pobadi memilik
kemiripan denean salah sam
kewajiban wmat Islam, yaitu
zakat profesi bagy yang telah
memenuhi  syarat.  Yang
mana keduanya sama-sama
metnpakan  bersumber  dan
penghasilan orang  pribadi
atas pekenaannva.
Berdasarkan hasil
Fawa MUT lenlang  zakal

profesi (penghasilan).
menyebnitlan bahwa
penghasilan merupakan

semua  perolehan  atau
pendapatan baik 1tu berupa
pajl, upal, honor  maopun
sumber lain vang didapatkan
dari cara yang halal dan juga
bak 2 5% merpakan
besaran kadar zakar profesi
{Fatwa MUI No. 3 ahm,
2003 ), Scpanjanz scjarah,
seqak dahulu SAILpP AL

sekarang kadar zakat profes:

wn ldak Derubal Berbeda
denigan tarif pajak
penghasilan orang pribadi
vang schesar 5%, 15%, 25%,
dan 0% mengkuti besaran
penghasilan kena pajaknva.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini
merupakan penelitian

kmaltatif dengan pendekaran

kepustakaan {Libreamy
Fesearch). Sumber
penelifian menggennakan

data-data vang berhubungan
dengan penelitian  pajak
penghasilan orang pribach
(PPh 21} dan buku-buku,
jurnal, internet Sertd
penehitian  terdahuln  yang
sesual dengan permasalaban
peneliti. Kemudian data-data
vang diperoleh  dianalisis
mntuk  ditarik  kesunpulan.
Pepelitan mo dilakukan
dengan myuan mengetahm



pelaksanaan  pajak  orang
pribadi  (PPh  21) dalam
konteks ckonomi Islam
HASIL IDAN
PEMBAHASAN
Pajak Sccara Umum

Pajak  adalah  suatu
benluk  patflisipast yaup
diwajibkan bagi setiap warga
negara  atan suatu Dadan
yang harus dibavarkan wagb
pejak kepada 116 TATH,
sedanglkan untuk sifatnva
sendiri.  adalah  memaksa
yaiml  sctiap  wajb  pajak
harns membayar pajak dan
tidak bisa  lan  dan
pembavaran pajak tersebur,
hal i berdasarkan undang-
undang ying menjelaskan
hahwa palak beraitat
memaksa. Sebaga1 pembayar
pajak seseorang fidak akan
dapar merasakan manfaatnya

terkhusus  untuk  dirinva

senchry, lap pajak digunakan
mnk kemakmuran rakyat
sccara mmum  dan bukan
digunakan bagi kepentingan
mndividu (DJP. go.ad).

Pajak merupalkan suatu
pungutan  terntang  vang
diambil negara kepada waplb
pajak vang dapat dipaksakan
agar  dibayarkan  dengan
tfidak mendapat mantaat
kembali dart  pajak  vang
mereka bayarkan tersebut
yvang  mana  hasidl dan
pngutan pajak tersebut akan
digunakan utituek

pengeluaran wmum  negara

dalaim meznjalankan
pemermtahan (Yurista,
2017).

M dalam penelitian
Iehsan  dijelaskan  bahwa
pajak  merpakan  suat
pungutan terutang bag wajb
pajak kepada nepara vang



Liasil dan pajak tersebul akan
digunakan itk
kepentingan selumh warga
negara. Manfhal danl pajak
yang dibayarkan fidak dapar
dirasakan  secars  langsung,
tapt manfast o aksn
dirasakan setelah pemerintah
menggunakannya untuk
pengeluaran negaa dimnana
tan i m tdalk hanya akan
dirasakan  oleh s1 pemben
pajak melainkan juga dapar
dirasakan  unmilk  selnruh
lapisim masvarakal (Iohsan,
2018)

Dar beberapa
pengerian, dapar
dismpulkan  pajak  adalsh
sudly benluk  parhismpasi
welgs negara selaku wanb
pajak  dalam  membavarkan
wran fermutang dalam bentuk
pajak kepada negara, dimana
ketentuan  lerkail pajak 1m

telah dyelaskan di daluon
peraturan penindang-
mndangan, menerangkan
baliwa membavar  pajak
meripakan  wajib  bag
seorane  wanb pajak  atao
suatu badan dan tidak ada
seorangpun vang dapat lart
dari ranggung jawab
wembavar  pajak  karena
gk bersifat memsksa
Disamping kewajiban past
ada hak yang akan diperoleh,
pajak vang sudah dibavarkan
IHETILHTE dak dapal
dhrasakan  secara  langsung
hagi wajih pajak karena dana

vang diperoleh akan

thgunakan unluk
pemluavaan kebijakan
penerintal denn

kepentingan  wmun dan
bukan  unmk  kepentingan
individu. Maka pembavar
pajuk  yang juga  sebagai



wargH  negara pastt akan
merasakan hasil dan
penggunaan  pajak  setelah
pemermtah mengalur senna
keperluan i dalan
pengeluaran nepara. sepert
manfaat yang akan dirasakan
dari berbaga Mmaca
penbangunan  nfrastraldor
publik.

Pajak  terdin  darn
berbaga:  [ungsi,  pedlama
adalah fungs:  anggatan
fhudvetairy. atan mega biasa
disebur fungs: utama pajak.
vallu pajak skan difimgsikan
sebapal alat wmmk mengisi
keuangan kas negara
sebanyak mungkin, sehingga
pada saat alean membayar
pengeludaran negara uang
tersebut dapat segera
dikeluarkan (Safm, 2013).
Eedua. adalah tanps:

mengahw  (remeionr)  vang

mernpakan sy pajak
sebagm  alat  yang akan
digunakan pemermtah dalam
menganr alau melaksanakan
kebijakanmya.  (Mardiasino,
2019), Misaloya penpenaan
pajak dengan jumlah vang
besar terhadap barang impor
dar: Inar pegenn vang dapat
menghancurkan atan
melemahkan produk-produk
dalain negen

Sclain itu, ferdapar 4
(empaf) macam tarif pajak
(1 Tanf sebanding
(proporsional), adalali tanl
dengan persentase yang tetap
tethadap berapapun jumlah
vang dikenai pajak sehingga
besarnya pajak yang terutang
proporsionl lethadap
besarnya nila vang dikena
pajak. (2) Tarif tetap, adalah
fant bempa jumlali vang

tetap {sama) terthadap



berapapun  pumlah
dikenai

besarnya pajak vang terutang

yang
sehingga

pajak
tetap. (3) Tarif progresif.
adalah

digunakan

persenlyase i L L
semnakin
meningkat bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar
(4) Taril degresil.
adalah persentase laril yame

serla

dipunakan semakin menurin
bila jumlah yang dikenai
pajak semakin hesar (Haula
dan Edi 2012).

Pajak (PDharibek) dalam
Lslam

Secara etimologi
pajuk thsebul dengan
dharibah dalamm  Bahasa
Arab, Yang berarh
menetapkan,  mewajibkan.
memulkul, meneniukan,
membebankan alzupun
wienet anekain, Secara
bahasa, dhaibah  dapat

10

dimalna1  dengan  banyak

arti, namun para ulama

memakai ungkapan dharibah

untuk  kewajiban amg

dan Liarla

dipumgzul
seseorangy. Hal 1 terlibal

Jelas dalam mmgkapan bahwa

Jizvah dan Kharaj dipangut

diraribal,  yakm
secara wanb  (Mamen  dao
Fadilal, 2017)

Dharibal vang dikenal

SECAra

schagai  pajak  merupakan
suatu  kewajiban  vang
dibayarkan  oleh  kaum
wwslim berupa harle unluk
herbagai

kebutuhan vang diwajibkan

meimbiayal

alas mereka pada kondisi
disaal Batul Mal sedang
kosonz, Adanva landasan
holoun, babwa Allall juza

ticlah mewajibkan  kepada
negara  dan  umat  unmk
menghilanglkan



kenmidharatan yang
wennnpa Kawn  muslon,
vaitu jika tidak ada harta
sama sekall sedangkan kaum

muslion bdak ada vang 1mua

mendermakan hartanva
menjadi alasan
ditctapkaniya dharibah

Allah 5W | memberikan hak
kepada nepard unluk
mendapatikan  harta  dalam
rangka memenuh: berbagai
kebutuhan oina
menghilangkan
kemudharalan  tersebul  dan
kaum  mwshm  Namun,
kewajiban membayar
dhiaribah torscbot hanva
dibehankan kepada mereka
vang mempunyal kelebilum
dalaan adang ekonomi dan
dianggap mampu (Misanam.
2007).

Ada  banyak sumber

pendapatan  negara Islam.

Pertama  selkalipns menjadi
surnber  lerpenting adalal
zakat. Zakat  merupakan
kewajiban wntuk  golongan
kava dalam  wembenkan
sepuinlah harta sesual dengan
takaran di antara sesama
masyarakat (Fudhail, 2013)
Selam zakar sumber
pendapatan  negara  Islam
quga ada ‘mehr. whavimeh
Javi,  gizvah, khorgs, infak,
sedekah, dan wakal

Ada heberapa
karaklenistik  dan pajak
(hartbak) memiut svanat
Islam  sebagai  berikut:
Pertama,  pajak  (dhartbal)
hersifat temporer dan tidak
bersailal  komtimu,  arlmya
pajak dimmobil hanya ketika
keadaan baind mel kosong.
Nammmn apabila baitul mal

telah terisi kKembali, maka

kewajiban unmk membavar



pajak bisa dihentikan bahkan
dilulanpkan.  Eedua, pajak
(dharibah)  yang  dipung
hanya  boleh  digunakan
dalam  pembiayaan  vang
memjadi  kewajiban  bagi
kawm muslun dan hanva
sebatas Jumlal yang
diperlukan.  Keriga, pajak

(dharihah) yang chpungut
hanya holeh dan  kaum
iusinn dan udak dan kawn
non-Muslim. Keempal, pajak
(dhartbal)  yang  dipunpul
hanva dan kamm  muslun
ying manmpi vaitn memiliki
kelebihan  dalam

ekonominya dan bukan pada

bidang

kaun muslum yang kurang

mampi.  Kehima,  pajak
(etharibah)  yang  dipympur

hanya boleh sebatas dan
juimlah
diperlukan

palak {cdharibak) bila sudah

pembiayaim  vang

saja.  Keenamn,
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tidalc  diperlukan pungutan
pajuk  bLolch
{Gusfalon, 201 1)

dilpuskan

Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (PTh 21)
Penghasilan adalah

sejumlah besar  tambahan
ekonomis yang dihasilkan

oleh orang yang bekerja dan

dapat  digunakan  unfulk
membayar konsums: scpala
Jenis kebninzhan dan

menambah nila kekaynan,

dengan 1enis apapun
pekeraanva (Subadrival,
2017)

Pajak penghasilan

Pasal 21 adalah pajak yang
dikenakan untuk penghasilan
vang dihasilkan oleh seorang
wajlh pajak orang prbadi
tetkair denpan leeahlian yang
mercka peroleh vang mana
keahlian m
fungsikan di

mereka

dalam



pekermaan  vang  sedong
dikerjakin  puma unluk
memperolel sepumlah
tambahan skonoms.
Penetapan larif  Pajak
Penghasilan Orang Pribadi
{(PPh 21} Menurut
Ekonomi Islam

Pengenaan Pajak

Penghasilan {rang Pribadi
{PPh 21) menggunakan tanf
progresif. Yang berarti seliap
penngkatan

pajak, persentase tarif pajak

pengenaan

juga akan meningkat sesuai
junlah

tingkatan penghasilan kena

dengan Desaran

pajak. Jadi. tarif pajak vang

didapatkan  untuk  seliap
wajlb  pawjak (PP 21)
berbeda-beda.  Ada yang

mendapat tanf pajak wvang
rendah dan juga ada wvang
mendapat tant pajak besar,
Semakin besar

penzhasilannva maka tanf

13

pajuk vang skan g peroleh
Juga  akan lehih
besar { Mardiasmo, 2019)
salah

menjadi
Sebagal salu
paak, [umzs1
thsebu-selul
sebagar fungs: utama pajak,

[ungsi

budgetair

dimana pajak akan berperan
untuk mengisi kas nepara
seoptimal nmngkin. Dalam
Al-Cror“an
proeresif

tarif  pajak
tidak  dyelaskan
secara tegas. Penetapan tarid

discrahkan kepada penziasa

atan pemermtah yang
berwensugz /el amedl
Pemenntah harus

mempertimbangkan keadilan

dan  kemaslabatan  bag

seluml masvarakar dalam

penetapan tant pajak.
Pemungutan pajak

harus ditetapkan secara adil.
mak=udnya, sefiap

pengenaan pajak hams selaln



keadilan
dunana besaran pajak yang
dikenalean kepada sescorang
haruslal

sesual denpan

sesmal dengan
kondisi wajb pajak tersebul,
adil  tidak  selalu

Jumlah vang sama tapi adil

dengan

adalah ketika seliap orang
memnggung  pajak

gesual

dupal
lersebul dengan
proporst wanih paak mmsing-
masing (Mardiasma, 2019
Dalam pelaksanaan
pemugan pajak,
kemampuan dan penghasilan

wajib pajak hams menjadi

pertimbangan  hagi  negara
dalam  pengenaan  besaran
pembayaran pajak Dengan

perhbandingan antara jumlah
pajak  yange  dibebankan
dengan  komampuan  dalam
membayar pajak vang diukus

dengan hnglkat penghasilan

14

wajh pajak (West dan Sipit,

2018}

Apal tereiptanya
sistem pajak  wvang  adil,
lerdapal  beberapa  knlena
viang liarus terpenud (Abdul,
2010), yainn:

1) Punguian pajak lujuanmya
demi pembiavian

keperluan negara  dalamn
mewujudkan
maqashidkemaslahatan
umat. Pajak dipungur atas
alasan bahwa negara tidak
dapar
bendahars wang kosong,

mengisi kas

tapi  dengan  pengenaan
pajak  negara  mampn
mengisi kas negara dan
dapar  memamfratkannya
sebak munpkm unlok
wendukung seluruly
warga  negara  dalam
melakukan scimia
aktmvitas.



2) Selubungan dengan
kemampuan
walib pajak maka beban
tidak Tolch dan

hars

Seorang

sama
sesuar  denpgan
kemampuan  yang tidak
memberatkannya.  Pajak
penghasilan orang pribadi
(PPh 21} menzgnnakan
tarif  pajak  progresif,
miaksuduya semakin besar
penphasilan

kena  pajak

yvang didapat sescorang
maka tarif pajak yang
akan mereka tangeung

Juea akan menjads lebih

besar, begitupun
sebaliknya.

3) Sumber pendapalan
negara  yang  diperoleh
tlan pajak e
dipergunakan untuk
kepentingan TIITIUL.

Penelapan  lanil propresil

vang akan semalan besar

bagi wajib pajak dengan
penghasilan  vang tinggi
diperbolelikan dalam
[slam atas pertimbangan
kesadilan dan
kemaslahatan Pajak
penghasilan orang pribadi
(I'Ph 21) menjadi sumnber
pendapatan negara vang

terhesar, THaATa

yang
nantya akan digunakan
untuk keperluan vang
akan sangat beomantaat

hagi kepentingan 1wmum

seperti pembangunan
infrastruking.
Jadi, dapat

disimpulkan bahwa pajak
penghasilan  orang  pnbadi

(PPh 21) selaras denpgan

SHSHTHI Islam, wailu

distribusi  pendapatan vang
merala demm keadilan sosial.
mereka

Dinana  dengan

membayar  pajak, secara



tidak telah ikt

langzing
membann orang-orang yang
membutuhkan setelab dana
digunakan

pajak  tersebut

pemerintal dem
kemaslahatan umum,
Pajak Penghasilan Orang

Pribadi (PPh 21} Menurut
Ekonomi Islam

Prinsip  pelaksanaan
pemmngutan  pajalk  negara
oleh wiil amri (Gusfahmi.
2011), vailw:

1) [Tarus Ada Nash vang

Memenniahkarmva
Pajuk lpnus
dipungul  dengan lupuan

mengist kas negara yang
kosonp  dan  denpan

sumber dana tersebur
harus diperpimakan denm
kepentingan

kemasalaharan wmar. Adlah

SWT berfinman:
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Ji & 1955 Bl

= s z

YL WU Jl

- BTaroE E-
(Zid j.AJ.‘!.I i) ‘5
"Dan  janganiah
sebagian kamy memakan

harte sebalogion  vang

fain i

Ok ku"]'.fl”i’
dengan jalan vang bathil
dan  (fanpandab) ke
membawa (urusan) haria
i kepada hakim, supava
menakas

kamu  dapar

rebahaeian  dari pada
farta benda orang {ain
fiadam

f"r?ri'l'i l’!ﬂlr

i dengarn
berbrais  doseo
karmu  mengetohui. (0.5,
Al-Begarali: 188)
Terdapat kewajiban
lain yang hans seorang



muslim kelwarkan selam
zakat,

penghasilan

e | i

pungutan  pajak
dapat
jalan  dalam

membanty sesama selam

dari  pemberian  zakat
Pemungutan pajak
penghasilan dapat
dijadikan schagai
kewajiban  lain  selain

Dalil  berkenaan
vaulu Onnan Allah SWT

g of 237 20 o
Gl B3 5a s
e AT 805 sl
{ﬁ:-ﬁ:ﬁ 230l Al ek
cuslly  asmalldls

Jdl gl

zakal,

* iy

LAl esd et Je
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“Rukanlalt
menghadaplan wapakmu
ke arah timur dan barar
s suein kebapken, chan
feliapn sestm il
kebajikan it inlal
kepada  Aliah,

akhir

berimean

hari malaikar-



kitab-Kitab,

nabr-nabi dan

mralaiket,

memberiban  harta yvang
dicmimnya kepaadda
kerabamya, anafe-aqnak
I'I-'{”H.”, Ul'ﬂﬂ'g'm'{f”g

miiskin,  musafie  (vang
nemeritkan pertolongan)
dan  orang-orang vang
mentnia-minta;don
fmemerdekakan)  hamba
salaa, mendirika
shealad, dan menunaikan
cakeil; dan orang-orang
R menepnrlio jenjine
apabile ia berjanfi, dan

orang-orang vang sabar

dealam Fesenpinan,
penderiiaan  dan dalam
PEDETIHIN. Mereka

ttulah orang-orang vang
henar

HrErEi

(LT HEIAN TR dan
ftulah  orang-
avang  yaug hertakwa

(.5, Al-Bagarah: 177)

1z

Dijelaskan  bahwa
barta  vanz  dicidar  ifu
harus  diberikan  kepada

kernbat, fakir miskinanak

wvalin, musalir,  dan
setemisnya.  Pemantaatan
pajak  wang digunakan

demi kepentingan umum
dapal memungkinkan
bag seorang wajib pajak
uniuk memepuln pennlah
Allah SWT dadalaimn surat
terscbut { Gusfaluni, 2011)

Sclawr  ayar diatas
mea  terdapat  hadits
Rasulullah vang
menerangkan adanva
kewajiban lain  selamn

zakat, yvaitu
S L) Giha 450
el G jale
e (2l e 3 3
vt T LA PR R S
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“Telah

menceriiakan kepada

Mubammad  bin

Maddiwaih

menceritakan

e
Ahmad  bin
telalh
kepada kami 4l aswaad
bin Amiy oot Svarik dari
Abu  Homzalt dori A
Sver I dari Fatmal ng
Oais  dria berkata, sava
bertanya Naby
Shalallalu
salam tentane zakar, lalu
bersabda:
pada

fiarta ada keveqiiban atai

kepardia
‘alaihi  wa
befliu

“serpnesuimia
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S

hale (unful dikefitarkan)
selain zokat.” Kemdian
Brefient

allal ta ‘ala vang lerdapal

membaca  firman

dalam surat Al-bagarah.
bukanlah menghadapkan

wajakmu ke aral timur

dan harat  tw swaiu
kehafican apar™ (HE.
Tirmidzi}

Pajak  penghasilan
orang pribadi (PPh 21)
sudah hisa dikategorikan
ke dalam hearma

wajib dikelnarkan selain

vang

zakat, Kkarena objeknyva
berupa penghasilan
alaupi kekayaan,
Denpgan begitu pajak

penghasilan orang pnbadi
(PPh Z21)
prinsip vang pertama.
Ada

merneibn

Hanis Pemisalan

Mushm dan Non-Muzhm



Dralam pajalk
penghasilan orang pribadi
(1"h 21) hak
maupun
tidak dibedakan sebapgai
pajak Jika
dibedakan antara wajib

mmislim

non-muslim

wajib

pajak mushm dan wajib
pajak non-muslim maka
PPh  oleh
wagih pajak muslon pada
hakikatnya adalah
dharibah. wajib
pajak  non-muslim  pada

pembavaran

Bagi

hakikatnya adalah jrizvai

MNamun. jizveh  vang
lersedia di negara Tslam
telah tidak

ITasilnva

awal kim
lersedia  lagi
negara  Islam  modem
tidak
selain mengambil pajak
darni rakoyat

mendanai

ada pilihan  lam

ik
Sermia

kebutubzn neypara, dinpana
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setiap tahun pengeluaran

terus mengalami
pemngkatan SCINNE
petkembangan dunia
sekarang {(Chandry,
2019).

Karena dalam pajak
penghasilan orang pribadi
(PP 21) ndak  adanya
pembeda antara wajib
pajak moshm dan woo-
muslim, maka sebagai

seorang  muslin  mereka

harus  membayar  ganda
pajak penghasilannya,
yaitu membavar pajak

dan juga membayvar zalkal

penghasilan. Olzh
karenanya pemerinlah
mencart  solusi  atas

persoalan  1m, dengan
menjadikan zakat profes:
pengurang dan
penghastlan  kena pajak

Hasiloya pajak



penghasilan Ving
dibayarkan akan
dikwrangi  setelah  1a

membayar zakat protesi,
sehinppa seorang mmslim
tidals

alkan terbebant

membayar pajak setelah

i@ menyerabban  zakat
profesinya
Sebagai  penerapan

dan pelaksansan UTT No.
36 Tahun 2008. Duektur
Jenderal TPajak
Kepumsan
Direkhr Jenderal Pajak
Nomeor KEP-163/PJ/2003

tentang  Perlakuan  Zalat

menerbitkan

Atas Penghasilan dalam
Penglutungan

Penghasilan Kena Pajak.
Tunlal penghasilan vang
dapar dikurang: dan zakat
hanya 2.5%. Penghasilan
kema pajak pada labun
yazg

SHIL et
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dikuranglcan
menggumakan zakat dan
dilaporkan dalam SPT
{(Surat  Pemberntalman).
kecuali jika wapb pajak
dapat membuktikan
bahwa

tersebul telah dilaporkan

penghasilan
dalam SPPI schelumnya
{Gusfahimi, 2011).
Adapun Dr. Yusul
al-Cardhawi menprzinksn
penarikan pajak terhadap

katum mslimin.
berdazarkan hal-hal
bentkut: (13 Hal  vang

tanpa  adanya  1lu suaty

kewajiban tidak dapat
dikerjakan, maka hal
lersebul  1nemyjads  wapib.

(2} Mencegali wmudlbznal
lebih  dipnontaskan  dan
memberilan manfaat. (3)
wmdividu

dapal

Kepenhingan

VAL keal



dilcor banlean

kepentingan rakyat vang

nnmk

jauh lebih hesar.
(4)kenmdharatan
individual dapat

ditoleranst mutuk manfaat

vang lebih  luas  Darn

keempat alasan rersebuf,

maka [k Yusnf al-
Qardhawt  bempendapar
bahwa  pajak  boleh

dikenakan terhadap kaum
mushiom  di samping

7akat.

3) Hamva  Golongan  Kaya

vang Holesh Menangoung
Beban
Kewajiban  unhuk
menangpung beban ulamsa
dalam pungulan baik 1w
zakat

pajak  maupun

hanva berasal dan
golongan yvang kava saja,
karena mereka diamggap

INETHPULLYEL keleblian
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pnfuk  menjalami  adup
dengan baik mesk setelah
membayar beban pajak
dan  rakat Hal 1
berdasarkan firmean Allah
SWT:

R AT
= x
() Oy s

“Dian riereka
bertanva kepadamu apa
vang mereka natkaklkan.

Katalkanlah, “vang lebif

dari fceperiuan.
“Demilianiah Allah
menerangkan  avar-avai-

Nva  kepadamu  supava
kamu berfilir. " (0.5, Al-
Bagarah: 219)
Seseorang
dikatakan
mempyal

dapal
kava apabila
kelebihan



harta setelah membiayal
segala kebutuhan pokolk
maupun kebutnhan yang
lammmya baik imtuk dirmya

sendin nnrul

Jogs
kelvarganya yang dinilm
kelayakan

disekirarnya

dar1
masyarakat
(Cmsfahme. 20011).
Pajak
orang pribadi (PPh 21)

penghasilan

mengatur vang menjadi

wajih pajak adalah
pegawal, pensnman
{penerima nang
pesangon), tenaga ahli,

dan lain sebagainya yang
mempunyai  penghasilan
mmunal di atas rala-rala.

Pajuk penghasilan orang

pribadi (FPh 21)
memenubi primsip vang
ketiga mi, Masvarakal

vang penghasilannva di

bawah Tula-rala  Ldak
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1)

wajb  dikenakan pajak
Islam hdak akan

membebankan

learena
sasuatu

pada pihak yang tidak

dapat memikul beban
tersebut.
Adanya  Tuntutan  Denm

Kemaslahatan U

Prinsip  kebijakan

penerimaan negara yang
keempat adanya funtrtan

kemaslahatan demi

wmum. Kerika  terjadi

keadaan yang damrat dan

kas negara sedang

kesong.  Seorang Ul

Amri sebagai pemimpin

snatu wilayah
diperbolehkan unluk
mengambl  pajak  demm
kepentingan
kemaslahatan umal dan
bila  ndak

berkeinungkman

terpenula
akan

lerada kemudhamalan



lebih  Desar,
Alas dasar wilal, negara
diperbolehkan

mengambil

vang jauh

untuk
suAfL  jonis
JLLISTLTEE] lambehan
(Gusfabmi 2011). Hadats
vang memenntabkan
untuk memenuhi tunnitan
kemaslahaian LTI,
vallu;

O s gb 5 515 sl

pleea ol 5 ) 43 )
“Nearang iHin
fichalifal) i

pemelibara dan pengatur
urnsan (rakvat), doa dia
akar dintinia

pertanggungicvabaniya

rerhiadap rakvarma,
(HE Muslim)
Dan  data Badan

Pusat Statistik, diperoleh
data  pendapatan  atau
negara Rp
1.698,6 miliun pada tahun

Penerim an
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2020, Peperimaan negara
sebagian berpsal  dan
pajak Rp 14045 tiliun,
Sisanya schesar Bp 2941
inbun  diperoleh  lewal
penenmaan nepara bukan
pajak serta Rp 0.1 trilun
dari hibal.

Berdasarkan
keseluruhan  pemungulan
pajak,  lereatal  sumber
penermaan vang lertbesan
diperoleh negara berasal
dari  pajak penghasilan,
yailn sebesar Rp 7722
triliin.  Dari  penjelasan
bahwa
pajak merupakan aspsk
yang

menglsi kas nepara yang

terzabaif, terlihat

penting  dalam

twjuannyva  adalalt  untuk
melaksanakan
pelaksanaan
pembangunan negara



demi

bersama.

kepentingan
Pomungutan  pajak
penghasilan  ditetapkan
pemerintah  berdasarkan
kepada

negara dan

kemaslabialan
seluruh
maka
masyarakar yang menjadi
sudah
miengmkull
sudah

oleh

masyarakal,
wajib pajak
SEINes Iy
pengaturan  yang
dirancang

pemerintah. Sebagaimana

firman Allah SWT:

Lm0 T G

"Hal arang-orang
vang beriman, rtaafilah
Allah dean teatilah Rovwel

(Nva), dan wlil anui di
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amifaret ke (S, An-
Nisa : 539)

Dari penehitian M
Fahri, dijelaskan bahwa
Uil Amrri terbags memadi
dua kata yauu, Ui yange

bermakna pemilik serta

al-Amr  yang bermakna
keknasaan. (M A
mempakan pemilik
kekuassan VHILET

bermakna seseorang vang
berhak uniuk mengamr
dan memimpin pada jalan
vang hmus dan mencegah
tidak
pada Eenmudbaratan (M
Fahri, 20186).

agar melenceng

Sebagal  pemimpin
umat  Islam U0 Awme
berhak

kebijakan atau keputusan-

menentikan

kepntusan demi
lkeemaslaharan umat,
selame kepulusan  ilu



dengan  yang
didalann al-

Chur'an dan hadits wmat

gesal

lerdapal

Islam  wajih  menerima
dan pamih  rerhadap
putisan  vang  telah

ditetapkan olel LV Amre,
Apabila dan  kebijakan

vang dikelwarkan el
TR (pemerintal)
mwelenceny  darr syaraal

Islam dan mengarah pada
perbuatan maksiat, maka
kewajiban untuk
wemaluln  wlil amri
(pemermlab) sudah nlany

atan dapat diabakan. Jika

ditinjaez ~ dari  prinsip
adanya lunibitan
kemaslahatan unmm,

maka pajak penghasilan
orang pribadi (PPh 21)
lelah memenuhi prinsip
pewmunuian pajak

fedfieibnie) dalam Islam.
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Permungutan paak
penghasilan  omng  prbadi

(TPh 21} telah memennln

figa  dari empat  syarat
permmgiran pajak
(dharibialy  dalam  Tslam.
vailu pamsip; (1) Hams ada
nash Vang
memenntahkannya; (2)

Hunya golongan kava vang
boleh
(3) Adanya tuntitan  demm

wenanEpung beban;
kemaslahatan T,
Sedangkan, pada prnsip
larus ada perisalian moslon
ilan pada
dasarmya hdak terdapar di

non=1nuslnm

pajak penghasilan
pribadi  (PPh
kaum

mushim
dikenalkan

Islam hanva kaum muslin

OTAng
21) karena
muslim dan  non-
SAINA=SAIMA

pagak.  Dalan

sdja yvang dipumpul pajakuva

{eiaribad).  Namun,  pka



wajib  pajak  muslim  dan
wajib  pajak  non-muslim
dibedakan maka pembayaran
pajak  penghasilan orang
pribadt (PPh 21} oleh kaum
hakikatiwa
adalah dfaribalr dan bap

Kaum

muslim  pada

nop-muslun pada

hakikatnya adalah jizvair
Sistem fizvah im =udah tidak
Lt

modern

dhiterapkan di  mmasa

ckononmn saal 1,
schingea menghamskan noo-
jnga  dibehankan
dengan pajak dimana dana
akan
dipiinakan den Kepenhingan
Manfaat

mnalin

VHLIE lerkwnnpul

bersama dan
penyaluran dana pajak lidak
hanya duossakan oleh orang
vang lidak membavar pajak
dirasakan
oleh wajib pajak itu sendiri.
Jadi. penghasilan
(PPL  21)

tapi juga dapat

pajak
urang  pribadi
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memenhs prinsip
pennmgitan pajak
(dharibal) dalam ekonomi
Tslam, schingpa holeh

dipungnt kepada masvarakat

dengan  adil. merata.  dan
tidak membebani rakyat.
PENUTUP
Kesimpulan

Pajak penghasilan
orang prbadi (PPh 21D
mengaunakan pouctapan

jemis tanf pajak progresif
maksudnya seiring dengan
penmgkatan dasar
pengenaan pajak persentase
tmif pajaknyva akan semakin
besar. Adapun, penetapan
tarif progresif pada pajak
penghasilan  orang  prabadh
(reh o 21)
dalam

perumbangan  keadilan dan
Sehinpea,

diperbolehkan

islam atas

kemaslahatan.

tidak ada masyarakar yang



tertindas atas
pajak

tersebul. Seorang w7 amid

hanis

merasa
penentuan tarif
mengilkouti Prnsip
pemnungulan negara yailu - 1.
ada  mash oy

memerintahkannya, hal o

Harus

scsnat dengan permrah Allah

SWl hahwa  terdapat

kewajiban lain selain zakar;

2. Hurus ada peomsaban
mushim  dan non-Muslin,
selnng dengan
perhembangan ZHILAN

sampal pada masa ekonomi
modern seorang non-Muslun
tetap harus membayar pajak
hal ini  didasarkan pada
kepenlingan
dunana manlzal penyaluran
dana pajak dirasakan untuk
SCINUE Wargd oepars lanpa
terlocenali; 3,

bersama,

Hanya
polongan kava yang bolch

MEnangging beban.
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pungutan pajak vang akan
thambil hanya bisa dan
colongan kava saja bukan
dipungut kepada piliak vang
wermiliki kekurangan dalam
Adava

tuntutan demn kemastahatan

ekonommva. 1.

wnum.  Pajak  penghasilan

orang pribach (PPh 21) telah

metnemihi prinsip
e pajak
(direribah)  dalam ckononn
Islam, sehingps pajak
penghasilan  lersebul  sudah
dapat  diambil  kepada
masyvarakat dengan adil

merata dan ridak membebani

ralkoyal,

Saran

Dalam  pemmngutan
pajak  harus  berdasarkan
pada 4 (empat)
pemumgutan  pajak,
pajakk  baru

apabila

PLILSEp
Vallg
bisa

sudal

mana

diarnl



lerpenulimmva PTILSIT
pemungutan  dari  pajak
tersebut.  Penentuan  rtanf
pajak  penghasilan  orang
pribadi  (PPh  21) saudah
sesual denpan  ketentuan
ekonomi islam vyang mana
kepentingan dilihat
herdasarkan kepada
kepenlingan wmnm dan
bukan pada kepentingan
pribadi. Jad. sebagai
seorang wajib pajak
berkewajiban umruk
membayarkan pajakuya tepat
wakiu karena manfaal daa
penggunaan  dana  pajak
adalah  demnm  kepennngan
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AMALISIS PELAKSANAAN PATAK PENGHASILAN CRANG PRIBADI [PPR21) MEMURUT
EXOMOMI ISLAM Analvas of the implerentation ot pensonal income tax according
(PP to islamic ecanamics Qonen Arifah Bhany Mahakal, Havizond, Lucy Auditya3
Institut Agarma lslam Megesd Bengkulu ABSTRACT Personal ineome kax (PP 210 2
mandatary levy relating to income eamad by an individua! taxpayer through the work,
sereices of activites he i doing,

he reseaich was conducted with the alm of knowing the implementation of taxes (FFh
211 in the context of Istamic economics. The method used inthis study 53 qualitative
methad which is incdluded in library research, namely the research scurces come from
books, previous research, journals. and the intemel. From all these sources, ther
processed (o beanalyveed in order to gat @ cancluzsion.

The results of this study are that the determination of progressve rates on personal
incomea tax (PPh 271) & allowad in [slam bor ronsiderationz of justice and benefit and
persanal income tax PP 2 T meets the principee of tax collection (dharizah) in 1skmic
economics sa that the tax may oe taken. Keywords PPh 21, progressive rates, pincipe
of collection AESTRAK Pask penghasiian orang pribadi (PR 21} adalsh puagutan wajib
vang berkaitan dengan penghasilan yvang dipercleh seaang wajib pajak arang pribadi
melaiui pekerjaan, jasa atau pan kegiatan yang sedang dilakukannys,

Pene!itan dilakukan dengan tujusn untuk mengetabui pelaksanaan pajak (FPR 21)
dalam knnteks eknnomi islam. Matode yvang digunzkan o dalam penelitian ini adalah
metode kualiatf yang termasek dalarm penelitian kepustakaan, vatu sumber penelitian
berasal dari buky, penelban terdahuly, jurmal, don ipternel. Sarl sernua swimber lerssbut
kerudian diolah untuk dignalisis guna reendapatkan suato kesimpulan,



Hasil diari penelitian ini yaitu penetagan tarf progresif pada pajak penghasilan erang
priladi (PPh 211 diperbolehkar dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan
kemaslahatan serta pagak penghasiian arang pribadi (FRh 21) memenuhs prinsip
pemungutan pajak (dharbah) dalam ekanomi Islany selingoa boleh diambil gajaknya.
Kata Kunci: FRh-27, tanif progresit prinsip pemungutan Pendahuluan Permbangunan
adalah suaty prosss keqgiatan yang-dilakukan dengan maksud mengemoangkan atau
mangadakan perutaban-perusahan kearsh keadaan yang lehilk batle

Pembanguna suatu negare merupakan asgek vang sangat penting ager suatunegara
dapat terus berkembang hingga meraih kemajian bagi negara rersebut. Dalam
pelaksanaan parmodngunan negars, diperlokan rencana yang malang. Seldin il perinal
dana juga merupakan bal pokok yanyg harus ada dalam suz g penbangunare Tanpa
adanye dana, pembangunan temsebul tidak akan dapal bargalan,

Lintuk menjalankan pembangunan, diperlukan sejumah besar dana yang mana jumlab
ini tidiaklah sedikit mengingat pembangunan yang t=rus bertambah, Suatu negara
memperolel dana guna pembiayaan pembangunan yaitu Derasal dari sumber
pendapaizn negara. Adapun sumber pendapatan negara terdirl dan penerimaan psak,
penanmaan bukan pajak serta hibah.

Pajak mempakan suatu bentul partisipas: wajib vang terutang, vang dibebankan kepada
orang pril:ladl' atau badan untuk diserahkan kepads negara yang bersidfat memakss
berdasarkan undang-undarg, pajak yang sudsk dibayarkan tersebut tidak serta meria
digunzkan untuk kepentingan individu vang dibeheakan pajak tersebut melzinkzn
dipakal demi kepentingan masyarakat |uas{Anastasiz dan Lilic, 2074).

Pajak Penghasilan {FPh), Pajak Bumi dan Bargunan (PE2), Pajak Perampahan Milai
(PEMY cusa dan pajak lainiys, merupatkean pepen maan pajak vang secara langsung
dipungut/diarntil oleh pemerintah pusat, Selzin ity juga 2ca paisk yang dipungut oleh
Pemerintah Provins dan Permerinlah Kabupaten/sote vang diseout dengan Pajek
Daerah [Gusfahmi, 20113

Dari bernagai pajsk yang disshutkan d) atae, penermaan pajak yang terbesar diperolen
dari pajak pengnasilan. Pajak penghasiian meruzakan pagak yang berasal dari sema
perclehan penghasilan vang diterima sesecrang dikarerakan pekarjaan yang a lakukan,
selama hal tersebut tetep berkatan dengan pekenaan yang diserjakan oleh orang
pricadi selaku wajib pajak. [Mardiasma, 2075,

Adapun farif pajak penghasilan orang pribadi dapat diszjikan dalam bantuk tabel



dibawah ini. Tabe| ewzran Tard Fajzk Penghasitan Orang Pribadi Becaran Panghasilan
Kena Pajak Tarif Fajak Penghasilan Sampai dengan Rp 50 00000000 5 % Penghasilan OF
atas R S0.000.000.00 sampat dengan Rp 250.000.000,00 15 % Penghasiian D atas Bp
250000 (00,05 sampa) cergan Rp S00.00HL000,00 25 % Peaghasian 07 atas R
S0000C.000,00 30 % Sumber: pajak.go.id Berdasarkan tabel diatas, terlinat jelas bahwa
persentase tarit pajak akan semakin besar sesuai dengan peningkatan cesaran
penghasilan kena pajacmya.

Hal ini disenut cengan banf pajak progref Supramono dan Toeresia, 2009, Pajak ateu
vang lebih dikenal dergannama dhanicah dalam islam mesupakan pereujudan tentuk
muamalah yang terjadi di dalam suztu bentuk sistem exonomi dimana setiap orang
memili4 kawa|ban disamping haknya yang secara langsung dimantaatkan negara untuk
mencusupi keuangan sw@u tabungan kas negars yang akar digunakan negars antuk
keseiahteraan rakyat dan mencukupi berbaga: kebutuhan quna kepentingan urnum
(Maman can Fadilah, 2077).

Didalarn penelitian Eke 5n Wahyuni, diteranglan bafwa permenntah yamng bereenang
dalam mengakomodasi sermua kegialan negara sudah sejas dari zaman Rasulullah B4
mengenal konsep pajak, hal im Serdasarcan mads zaman Basulullan SAW sudah
mengenal sistem [izvah dan kharaj (Eca. 2014). 5elain jizvah dan khara), pendapatan
regara dalam Islam juga ada ghanimah, .ushr zakat, sedekah. infag, P dan wakat.

Utk pajak penohasilan orang pribadi tidak ada padz zaman Rasulullah SAW, sahabat,
datbin, Inkamimul saat ekonomi modem: Pajak peaghaslan orang prbadi mearmilikl
kemiripan dendgan salab sabu ke jiban umat [slam, vaito zakatprofesi hagi yang telah
memendb syarat Yang mana keduanya sema-sama rendpakan bersumber car
penghasilan orang pribadi atas pakegaanmya

Berdasarkan kasil Fatwa MU tentang zakat prafesi (penghasilan), menyvebutkan bamea
penghasilan merupakan semua serolehan 2tau gendapatan badk il berupa ga)p, upak,
haror maupun sumber [ain vang didapatcan dari cara pang halal dar juga baik. 5%
merupakan besaran kadar zakat profesi (Fatwa MU Mo 2 Tahun, 2003 ), Sepanjang
sejarah, sejax dabuiv samoai sekarang kadar zaxat poofiesi ini tidak erubah,

Berbeda dengan tariqu-iak penghasiian orang pribadi yang schesar 5%, 15%, 25%, dan
30% mengikuti besaran penghasilan znz pajaknya. Metode Peneltian Penelittan inl
rerupakan penelitan kusitatif dengan pendokatan kopustzkaan (Library Research),
Sumber genel fian menggunakan data- data yang herhuiingan dengan penslitian paak
penghasilan omng pribadi (PPh 27 dar buku-buky, jurral, internat serta penalitian
terdahula yang sesual dengan permasalanan peneliti. Kemudian data-data yvang



dipercleh di analisa untuk ditarik kesimpulan,

Penelitan mi dilakukar dengan tupdan mengetahul pelaksanaan pajak (PPh21) dalam
kanteks ekanomi slam. HASIL DAN PEMBAHASAN Famk Secara Umum Pagk adalah
suaty bentuk partisipasi yang diwajibkan bagi setiag warga negara atau suatu badan
yang harns Shayarkan wajit pajak kepada negara, sedangkam untuk sitatrya sendiri
adalah marmaksa yaitu setiap wajib pajak harus memaayar pajak dan tidak kisa lzri dari
pembayaran paak tersebut, hal ini berdasarkan undang- Undang vang menjelaskan
bahwa pajak bersifat memaksa.

Sebagai pembayar pajak seseoang tidak akan dagat merasakan menfaatnys terkhusus
urtuk dirirya sendiv, tapi pajak digurakan untuk kemakmuran rakyat secara umum dan
Bukan digunakan bagi kepentingan mdivida (CFP. goJd). P3jak marupakan suatu
pungutan terutang yang diamiil negara kepada wajib pajak vang dasat dipaksakan agar
dibayarkan dengan lidak mendapal manfaal kermbali dari pajak pang mereka bayarkan
tersenut, yang mana hasl dar pungutan pajak tersebut akan digunakan untuk
oengelsaran umum negara dalam menjalankan pemenntahan Yurista, 207

i dalam penelitian lchzan dijelaskan bahwa pajak MmErLpa kan suatu pungulan terutanyg
bag wajib pajak kepada negara yang hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk
kepentingan =elur:h warga nagara. Mantzst dari pajak yang & bayarian tidak dapat
dirasakan secara langsung. tapi manfaat tu akan dliraszkan setelah pemerintah
menggunakannva untuk pengeluaran negara dirana marfaat ini tidak harya akan
dirasakan olen si pembed pajek melainkan juga dapat dirasakan untuk selurah lapisan
masyarakat {lehsan, 2078

Uari beterapa pengartian, dapat disimpulian pajak adalah svatu bentuk partisipas|
walga negara selaki wajib pajak dalam membayarkan wuran teratang dalam bentus
najak tepada negara, dimana ketentuan terkait pajak ini telah dijelaskan didalam
memturan perundang-undangan, menesngkan babwa me mbavar pajak memnpakan
wajib bagl ssorang wajib pajak atau suatu badan dan tidak ada seerangpun yang dapat
lari dari langgung jawab membayar peak karena pajpk barsital memaksa.

Disarmping kewiajiban pasts acda hak yang axan diperoleh, sajakvang sudah dibayarkan
memang tdak depat dirasakan secara langsund bagl wajib pajak karena dana yang
dipercleh akan digunakan untuk pembiayaan kebiakzn pemerintah demi kepentingan
umum dan bulan unluk kepentingan indidu. Maka pembasyar pajak yang juga sebagai
warga nedgara past akan merasakan kasl dari penggunaan oajak setelah pemernntah
rmengatur sermua keperiuan di dalam pengeluaran negara, seperti manfaat vang akan
dirasazan dan berbagal macam permbangunar infrastuktue oublik



Pajak terdic dari berbagai fungzi, pertama adalab fungsi anggaran (budgetai), atou juga
niasa diseout fungs utama pajak, yaitu pajak akan gifungsikan sebagai-alat unuk
mengsl keuangan kas negara sebaryak muangkin, seningga pada saat akan membayar
pengeluaran neqara uang tersebut dapat segara dikeluarkan, (Safn, 2015) Kedua, adalah
furgst mengatur (regulair: yang merupakan fungsi pajak sebaga) ast vang akan
digurakan permerintall dalam mengatur atau melaksanakan kebijakannya.

iMardiasma, 207190 Misalnys pengenaan pajak dengan jumiah yang besar terhadap
hamang impordar luar neges yang dapat menghancurkan atau melemahkan
amduk-praduk dalzm negeri, S2lzin i, terdagat 4 (empat) macam w@rif pajak: (1) Tarf
tebanding (proparsional), adalah tanf dengan persentase vang tatap terhadap berzpa
pun jumlah yang divenal pajak ==hinggs besarmya pajak yang renutang preposional
terhadap besarnya nilal yang dikeral pajak,

12 Tarif totap, adalah tarif berupa jurmiab yarg telap (sama) terhadap berapa pan
Jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. (3) Tasf
progesil, adalah persentase vang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang
dikenal pajak semakin besar serta (4) Tanf degresif, adzlah parsentasa tanf yang
digunakan semakin menurun bila jumtal yang dikenal pajak semakin besar (Haula dan
Edi, 20121,

Pajax (Dhar bah} dalam lslam Secara etimalogi pajai disebut dengan dhanbah dalam
HBahara Araky, vang berarti menetapkan, mewajibkan, memukul, menantulkan,
memhbebanian ataupun menerangkan Secam bahasa, dharbah dapat dimaknai dengan
banyak atti, mamun para elama memakal ungeasan dhanbah uniuk kawajibizn yang
dipumgut dari hartz seseorang.

Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan banwa jizyah dan khara] dipungut secara dhanbah,
yakni secars wafily (Maman dan Feditah, 2017 Dharbah yang dkenzl sebaga pajak
merupzkan suaiu kewajiban yang dibayerkzn oleh kaom muslin beupa barts ontul
membiayai berbagai kebutuhan yang diwajibkan atas memeka pada s ondisi disaal Baitul
Mal sedang kosang.

Adanya lardasan hukum, bahwa Allah juga telah mewaybkan kepada pegara dan umal
untlk menghilanglan kemudharatan yang menimipa kaum muslim, yaitu jika toak ada
harta sama sekali sedangkan kaum moslim bdak ada yang mau mendermekan bartanya
menjadi aiasan ditetaskannya dhanban, Allab 3'WT memberikan hak kepada negara
untuk mendapatkan harta dalam rangka memenuhi berbagal kebutuban guna
menghilangkan kemudharatan tersebul darn kaum muslimsm,



M, kowajiban memoayar dhasiban bersebot hanyve dibebankan kepada mereka
Yang mampunyal kelabikan dalam bidang skanoml dan Sangaap mampu (Misanarn,
2007). Ada bamyak sumber pendapatan negara islam. Fertama sekaligus menjadi sumbes
terpenting edalah zakat, Zakat merugakan kewajban untul golonoan kaya dalam
membenkan sejumlah harta sesua dengan takaran diantara sesama masyarakal

tFudhal, 2013),

Sefain zekat sumber pendapeten negara slam juga ada ushi , ghanimak, ' jizyal,
khara), infak sedekan, dar wakaf, Ada beberapa karaktenstik dan gajak idhanbah
rrenurut syariat lslam setaga) barkut: Pertama, paqak (dhanbah) bersifat emporer dan
Ldak bemilol wontinue, arlinye pajaie diambil hoargs detike kead san baitul mal kosong.

Wamun-apasila baitul mal telah tenst kernbali, rmaka kewajiban untuk memizayar pajak
tisd dihentikan bahkan dihilangkan. Kedua, pajak (dhanbah) yang dipungul hanya boleh
digunakan dalam pemibiayaan yang menjadi kewsajiban bagl kaum muslim dan hanya
schatas jumlan vang diperluian, Ketiga, pajak (dharibah) yvang dipungut hanys baleh

dartkawm muslim dan {idzak dari kaurmn non-Musim.

Keempat, pajak (dhantmah} yang dipungut hanya dan kaum muskm yang mampu yak
memiliki elebihan dalam tidanrg ekoneminga dan bukan pada kaummuslinm yang
gurang mampu. Kelima, pajak (dhanbah) yang dipengut hanys boleh sshatas dar
jumlah pembiayvaan yang diperlukan saja. Keenam, pajak (dharibah) bila sudah tidak
diparlukan pungutan sajak boleh dikapuskan,

iGusfahmi, 201 1) Pajak Penghasilan Orapg Pribadi (PR 213 Penghasitan-adalah sejumlab
besar tambahan ekonomis vang dihasikan oleh srang yang bekerja dan dapat
digunakan untuk membiayai koasums: segzla jenis kebotuhan dan manambah nila
kekayran, dengan [enis apapun pekegeanya, Subadnyan, 20017) Pajak penghasitan Pasal
21 adalah pajak vang dikermakan untuk penghaslan yang dihasitkan oleh searang wanh
pajzk orang prioad tedkait dengan kezhlian yang meraka paralen yang mana keanlizn
ni mereka fungsikan diddlam pekerjaan yang sedang dikerjakan guna uniuk
memperoleh seiumlah tambahan ekonomis.

Panatapan Tasif Pajak Panghasilan Orang Pribadl (PPh 27) Menurut Ekenomi [slam
Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menggunakan tarif progresif Yang
berarti setiap peningkatan pencoenaan oajak, persentase tarit pajak juoa akan meningkat
sesusi dennan besaran jurniah bingkatan penghasilan kera pajak. ladi tarif pajak yang
didapatkan urtuk setiap wajlh pajak [PFh2 1) berbeda-beda.



Ada yang mendapat tart pajak vang rendah dan juga ada yang mendapat tarif pajak
besar, Semakin besar penghasianrva maka tarit pajak vang akan ia peroleh juga akan
menjadi lekik besar. [Mardiasmo, 2073) Sebagai salab satu funges pajak, fungs:
budgetair disebut-sebut sebagai fungsi utama pajak, dimana pajak akan berperan untuk
mengisl kas negara seoptimal mungkin, Dalam Al-Cur'z tast pajac progresif tidax
dijelaskan sacara tegas.

Penetapan tarif diserahkan kepada pendirasas atau pemerinfab varg herwewenaneg (ulll
amri} Femerintah hanis mempertimoangkan keadilan dan kemaslahatan bagi selunih
masyarekat dalam penerapan tant pa@ak. Femunguian pajak bans ditetapian secam
adil. maksudnya, seldp pengenaan pajak harus selaly secual dengan keadilan dimana
nesaran paiak yang kenakan ke pada seseorang haruslah sesuai dengan kongis wajib
najak tersebot adil tidak setaly dengar jurmlab varg sarma tapi adil adalab ketika setiap
arang dapal menganggung pajak tersebut sesuai dengan proporswajib pajek
migsing-masing (Mardiosmo, 20190 Balam pelaksanoan pemungulan gajek, kemarmpuan
dan penghasilan waith pajsk harus menjadi pertimbangan Dagi negasa dalam
pengenaan beszran pembayvaran pajak

Dengan percandingan antara [Umilah pajak yang dicebankan dengan kemampuan
dalam membayar pajak yang dinkur dengan tingat penghasilan wajib pajak (Westi dan
Siget, 2018). Agar teraptanya sistemn pajak yang adil, terdapat beberapa kritera yang
marus terpenahs (Atdal, 2010), yaitu: 1) Pungutan pajat tujuannya demi permbiayvaan
wezerluan negara dalam mewujudican magashid/kemazlakatan ursat.

Pagal dipungut atas alzsan babwa negara tidak dapat mengisi kas bendanara vang
‘osong, tapi dengan pergenaan oajak neqgars mampy mengizi kas negara dan dapst
memanfaatkannya sebaik mungn untuk merdukung selurah wama negara dalam
melasukan semua aktivitas, 21 Sehubungan dengan kemampuan seorang wajib pajak
maka behan tidzk boleh sama dan hanus sesuai dengan kemampuan yang tidak
mainberathanny

Pajak pengnasilan orang pribadl [PFn 21 mengounakan terif pajak orograsit,
maksuelnya semakin Sessr penghasilan kena pajak vang didapat seseorsng maka tarif
oajak vang akan mercka langoung juga skan mendi lebibs besar, begilupun sebalicnya
3} S5umber pendapatan pegara yang diperclen dar pajak harus dipergunakan untuk
kegantingan umum

Panetapan tanf progresf yang akan semakin beser sag wajil pajak dengan penghasilan
yang tingal dipsrbolehkan dalam lslam atas perdmbangan keadilan dan kemaslahatan,
Fajak pengnasilan orang pribadi (FFn 21 menjadi sumber pendapatan negarz yang



terbzasar, yang rmana nantinya akan digunakan untuz kepertuan yanyg akan sangat
bermantzat bagl kepentingan umum sepsrt pembangunan intrastostur,

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan erang privadi (FEh 21 seleras dengan
sazaran |[slam, yarty dist« bus: pendapetan yang memta demi keadilan sosal, Dimana
dengan meretz membayar pajak, secara tidak lang=ung talah kut membantu
aring-orang yang membutubkan setelah dana pajak terssbut digunakan pemenntah
derni kermaskabatan wmm,

Fajak Perghasian Orang Pribad (FRh 2 1) Menurut Exanami Islam Prinsip pelaksanaan
pemungutan pajak negara oleb il amr (Gusfahni, 2017, yaitu. 1) Harus Ada Mach
yang Memeriniakkannya Pajak harus dipungut dengan tujuan mengisi kas negara yang
kosong dan dergan sumber dana tersebut hars dipergunakan demi kepentingan
kemaslahatan umal.

Alab SWT berfiman P T 7 173 R PP PR PP R P a TP am YT emy e evreqTveeToeves
T R g S e S R R e i B e B e e B st B B A i e R
it o B el b i Sl e e B B B e e Bl B e B e e Bl S BB B B e e e BB
FIFTTTITITYT "Dan anganbsean kamu memakan harta sebabagean yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan {janganlah) karmu membawa {unisan; haria
it kepada hakim. supaya kamu dapat memakan sehahagian dari pada hara benda
orang lain it dergan (jalan berbuaty doa, Padahal kamu met”| 0.5

Al-Bagarah: 188) Terdapatl keweajinan lain Yano harus seoarang muslim kelearkan s2lain
zakat, pungutan pajek penghasilan dapat menjedl jalan dalam membantu sesama selain
dari pemberian zakat, Pamungutan pajak penghasilan dapat dijadikan sebagai
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FREPPETT? P “Banlmesn wajghmmy ke arsb timar dan barst o suaio kebajikan, akan
tetapi sesungauhnya kebajikan ity jalah beriman kepada Allah, hari akhir
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi- nabi dan memnben kedn harts yeang dicintainya
kevada keranatiya, anak-anak vatm orarg=orang misking musafir {yarng merefdukan



perclongzn) dan orang-orang vang meminta-mintadan {mamerdelakan) hamba
sahaya, mendirikan zhalat, dan merunaikan zakat; dan orang- orang yang menspati
janjinya apabila la berjanji. dan arang crang yang sabar dalam besempitan, penderitaan
dan dalam peparangan

Mereka itulah erang=orang vang benar imannyal, dan mereka itulah orang- orang ang
rivea.” 5. Al-Bagarahe 177 Dijelaskan bahwa harta yang Sicintal ito harns diberizan
kepadz xerabat, fakir miskin, anak yatim, musatindan seterusnya. pemanfaatan pajak
vang dgunakan demi kepentingan wimorr dapat memungkinkan bagl seorang wajils
pajak untuk memenuhi parintah Allak W1 didalam surat tarsebut (Gusfahmi, 2017
Selain ayet diatas juga terdacal hadits Rasulullah vang menerangkan adamya kewajiban
lain selain zakat, yaik FYRTRTI T ORRRRER AT R R T PR AR TR TR R AR T T IO OO
R o o A B T A o o B o i R o T e

S S T AT S GO AR o GRS A A e A GO S S A 0 A M SO S I 0 T o S 8 B S A P L
il i el o o S B R ol e i Bl e i e ol B o e il o ol
e R A R R T B SR SR R R e e a r R R e R S R e R R e PR R R S
TLETETE Y Teah noritakan kepada kami Mubammad bin Anmag bin Madduwaib
tzlah mencentasan spada amid aswaad nomi darl Svarik dar Aka Hamzah dan A

" hidariFiniai dia herkate, sava berdanya kepada Nabishall altiws am tentang zakat
lalu Beliau barsabda: "4es hatads kewajiban atau hak (untuk dievarkseaizal.”

Kemudian bellau membaca firman alah a“alybrdapat am surat Al-bagarah: bukanlah
menghadapkan wajahiry ke aral lime dan batat ity siatd kebajikar 2" | HETird mizi}
Fajak penghasilan crang prinad (PPR 21) sudah bisa dikateqorikan ka dalam harta yang
wiajih dikeluarkan <elain zazat, karena ohjsknya berupa pepghas anfdkekayasn. Denoan
begitu pajzk penghasilan erang pribadi (PPh 21} memenuf prinsip yang pertama,

2) Harus Ada Pemisahan Muslim dan Mon-muslim Calam pajak peoaghasian orzng
pribadi PPh 27) baik muslim maupun non-rmuslin bda dibecakan ssbagal wa)lo paiak.
Jika dibedakan antasa wajil pajak ruslim dan waiib pajak non-mushin maka
pembayaran FPh aleh wajb pajakc muslim pads hakikstnys adalah dharibah, Bagi wajib
pajak non-muslim pada hakikatrys adalah jizygah, Mamun, jizvah vang tersedia df negara
Istarm awal o telah bdak tersedia lag

Hasilnya negara lslam modern tidak ada pilihan &in selain mengambil pajax dan rakyat
untulc mendanat semia kebutu han negara, dimana setiap tabun cengeluaran torus

mengalami pennokatan seiring perkembangan dunia sekargng (Chaudry, 2019, Karena
dalam pajak penghasian arang pribadi (FFn 21) tidak adama pembedaan antara wajib
pajak mdslim dan non-musln, maka sebagal searang muslim mercka harus memozyar



qganda pajak cenghasiiannya, yaitu membayar pajak can juga membayas zakat
penghasilan,

Oleh karenanyz pemerintah mencar solusi atas parsolan in, dengan menjzdikan zakat
profes pengurang dan genghasitan kena pajak. Hasilnya pajak penghasiian yang
dihayarkan akan dikurangi setelah iz mambayar zakat protes, sehingga ssorang mos'im
tdak akan terbebam membayar pajak setelah 1@ menverahkan zakat profesinya, Sebaga
penerapan dari pelaksanaan LU Mo

36 Tahin 2008, Duektin Jendral Pajak menerbitkan Keputusan Direktar Jenderal Paak
Mool KEP-1683/P1/2003 tertang Perlakuan Sakal Atas Penghasilan dalam
Panghitungan Penghasilan Lena Pajak Juméah perghasian yang dapat dikurangi dari
zakat hanya 2,5%. Panghasilan kena pajak pada ahun yang cama dapat dikarangkan
menggunzkan zakat dan dilapadkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan), kecuali jika wajib
najak dapat membuktikan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT
sebelurmyva (Gusfahmi, 20110 Adagun Br.

Yusutf al-Qardhaw: mengizinkan penarisan pajak terhadas xaum muslimin, berdasarkan
nal-hal berizut (1) Hal yang tanoa adanya itu susiu kewajiban tidak dapat dikerjakan,
miaka hal tersebut menjadi waph. (2} Mencegah mudharat lebin diprioritaskan dan
memberikan manfaat (31 kepentingan indwidu yang kecil dapat dikorsankan untuk
kepent ngan rakyat yang jauh lehib besar,

4 Kermudharatan individaal dapat ditoleransi umtuk masdaat yang lecih uas. Dari
igempat alasan rersebut, maka O, Yosuf al- Qardhaw bespendapat kabwa pajak bolen
dikenakan terhadag kaum imuslionn dizamping zakat. 3| Hanya Colongan Kaya yang
bodeh Merangaurg Bebam kewajiban wntik menanggung belban dtama dalam
pungutan baik ity pajak maupun zakat hanva berssal dari golongan yang Lava sga,
karera mereka dianggas mempunydi keletdhan untuc menjalani hidup dengan baik
meski setelah membzayar beban pajak dan zakat,

Hal imi berdasaroan fimman Allah SWT T2 I8y FR TR0 IRET TP RIS TT
FTIVFITETIIFFTIITTT T ET 7 "Dan rea berlanya k,:-'padamu.dp-aydng '
mereka nafkabkan. Katakanlath: * yang lebin dan keperduan. * Demikianlan &llah
menarandkan ayat-ayat hya kapadamu supaya kamu berfikir, © {Q5:

Al-Bagarah: 219) Sesearang dagat dikatakan kaya asabils mempunyal kelebihan harta
ietelah membiavai segaia kebutuhan pokok maupun kebutiban vang lainnya baik untui
dirirva seradini juga antuk keluarganya vang dinilai dari kelayakan masyaraicat



disekitarnya (Gustahmi, 2011). Pajak genghasian orang pribadi (PP 21) mengatur yana
mienjad: wijib pajek adalah pegewal, pensiunan {penerima wang pessngon), fenaga ahll,
dan lain-sebagainya vang mennpunyai penghasiian minimal diatas @a-ratz Fajsk
penghasiEn omng prbad (PPh 21 memanuhi prirsip vang keligs ini.

Masyarakat vang penghasilannya di bawsh rata-rets tidak wajb dikenakan pajak karena
islam tidak akan membelanzan sesuatu pada pihak yang fidak dapat memilkul beban
tarsaut 4) Adarmya Turtutan Derni Kemasiahatan Urnum Prinsip kebiakan penerimaan
regara vang ke-empat edarmya tuntutan kernaslahaten dermi umdm, ketika terad:
keadaan vang darurat dan kas negara sedang kosong

Seorang Ul Amin sebagai pemimpin sualu wilavah diperbolehzan urildl mengambii|
pajak demi kepentingan kemaslahatan umat dan bils tidak terpendi berkemungkinan
akan terjadi kemudharatan varg jauh lebib besar. fitas dazar inilah, nagara
diperbolenkan unux mengambil suaty jenis pungutan tamoahan (Gusfahmi, 2077
Hadils wang memerintahkan uniuk memenubi tuntutan kemaslzbatan umam, yaite
FRITITRIT 2107 0RRER “Seifiahy adaleh pemelinara dan pengatur urusan (rakyat, dandia
akan diminta pertanggungjawazannya trhadap rakea” (HR Mustim] Dan data Badan
Puzal Statistik, diperoleh data pendapatan atau gensnmaan negara Rp 1696 trilion
pada tanun 2020, Fenerimaan negara sebagian berasal dari pajak B 1.404,3 triliun,

Sisatwa sebesar Rp 2041 trliun diperoleh lawat penerimaan negara bukan pajak serta
Rp 01 tnliun dan hibah, Berdassrkan keselunuhan pernungutan pajak, tercatat sumber
pEnenmaan yang teibesar ¢ peroleh negara berasal darn pajak cenghesilan, yaitu
sebesar R 7722 triliun, Dari penjelasan terseiut, terlihat babwa pajak merupakan aspek
yang penting dalam mannisi kas negara yann tejusnnya adalah untuk melaksanakan
pelaksanaan permbangunan negara demi kegentingan bersama.

Pernungutan pagak penghasifan ditetaplan pemenintab besdasarkan kepada
kemaslahatan negarz dan seluruh masyarakat maka masyarakat yang menjad wajib
pajak sudiah serpestingg mengikut pengaturan yang sudah dirsncang oleb permernintsh,

i T R o i o T o o
FREFT IV "Haiorang -orarg vang beriman, taatilah Allah dan taatilah Basul (Nyz),
clan ulil amn di artara kam,

* (05 An-Misa - 59) Dari penelitian M. Fahn, dijelaskan babwa Ul Amr terbagi menjadi
dua kata yaitu, Lluvang bermabeia pemilik zerta al- Amr yang bermakna kekuasaan. Ul
A merugakan pemilik kekuasazn yang bermakne seseorang yang berhak untuk
mangatur dan mermimpin pada jalan vang lunis dan mencegah agar ridak melenceng



pada kernudharatan (M. Fahri, 2016}

Sebagsl pemmpin wmat Islam L Amn berthak menentukan kebijakan atau
kegutusan-keputusan demi kemaslanatan umat, selama keputusan itu sesuz-dengan
vang terdepat cidalam al - Gur'ada hadist umat Isam wisjib menerima dan patuh
terhadap putusan yarg tetah ditetapkan aleh WL AmA, Apabils dar ©ebijakan yang
dikeluarzan ulil amrt (pemenntah) melenceng dan syanat izlam dan mengarah pada
perbuatan maks at, maka kewaiban dmiuk mematubo wlil amn (pemenintah) sudah hilang
atau dapat diabai<an

Jika ditinjzu dan prinsip adanya wntutan kemaslahatan umuern, maka pajak penghasilan
orang priadn (PP 217 telab memenuhn prins p permungutan pdjak (dharbaby dalarn
Isan. Pemungutan palak penghasilan orang prbad) (FPR 2 1) Celah merenohi tga dan
empat syaral permungulan pajak (dharibah) dalam slam, yaitu ponsio; (1) Haros ada
rash vang memenntankannys: (2} Hanya golongen kaya yang foleh menanggung
bebarn; (2 Adarnya tunlulan demi kemaslahatan urmam,

Sedang<an, pada orinsp harus aga permisahan muzlim dan nan mustim zada 2asarmya
tdak terdapat &i pajak penahasilan orang prbadi (PPh 21) karena kaum muslir dzn
non-miuslim sama-mama dikenakan pajak. Dalam |slam hanye kaum muslim saja yang
dipungut pajakava idharnibahl, Mamun, [ik2 wasib palak muas o dan wajib pajak
ren-ruslim dibedakan maka pambayaran pajak penghasilan arang pribadi PPk 27)
aleh kaum muslim gada hakikatnya adalah dharibah dan bagl kaum nen-muslim pada
Rakizatnye adalah jiryah

Sastem jimyah ini sudab hidak diterapkan lagr di maza ekonom medem saat |ni, sekingga
miengharuskan non-muslim juga disebankan dengan pajak dirmang dana yang
terkumpul akan digunakan dermni kepentingan bersama, Manfaat dari peryaluran dana
naiak tidak hanya dirasakan oleh orang yang tidak membayar pajak tapi jiega dapat
dirzsakan alen vwajls pajak ity sendin.

Jadi. pajak penabasitan orang pribadi (PPR 217 memenshi prinsio pemungutan cajak
idharibak) dalarm ekoromi tslam, sehingga baleh dipungut kepada masyarakat dengan
adil, meratz. dan tidak mernbehani r=lyat. PENUTUR Kezimpulzn Pajak penghasilan
arang prbadi [PPA2 1) menggunakan perclapan jeris tanf pajak progresil. maksedrga
SEiNng dengan peningikatan dasar pengenaan pajak persentase tarif pajaknya akan
semakin bosar,

Adapun, penetapan tarif progresf pada pajak penghasian omng gribadi (PPhE1)
diperbolehkan dalam islam atas pertimbangan keadilan dan kermnaslabatan. Sehingga,



fidak ada masyarakat yang merasa tartindas atas perentuan tarif pajak tercebut.
Secrang ulll amn haras mengikul Prinsip perungutan negara yaitu: 1, Harus ads nash
yang memerintahkannya, kal ini sesual dengan perintah Allabh SWT babwa terdapat
kewajiban lain selain zakat, 2

Harus ada pemisahan muslim dan non-muslim, ssrng dengan percembangan zaman
sampai pada masa 2konomi modam seorang non- muslim t2tag hams membayar pajak
hal im didasarkan pada kepentingan bersama, dimana manfast penyaluran dana pajak
divasakan wntul semua warga negara tanpa terkecuali; 3, Hapva golongan kaya yang
oveh menanggung beban, pungutan pajak yang akan diambil hanya bisa dan golongan
lcaya saja bukan dipungut kepaca pilak yang memiliki kelurangan dalam ekonominya,
1) Adamya tuntutan demi kemaslahatan umum,

Pajoi perghasilan arang pribadi (PPa 27) telah memenuhi prinsip pemunqutan pajak
(dharibah} dal am ekonomi islam, sehingga pajak cenghasilan tesebot sudab dapat
ciamixil kepada masvamiat dengan adil, merata dan tidak membani ralgat, Saran Dalam
perungutan pajak harus berdasarkan pada 4 lempat) prinsip pemunoutan pajak, yang
mana pajak baru bizz diambil apatila sudab terpenuhinga prinsio pemungatan dasi
majak tersebut

Fensntuan tarf pajak penghasilan orang gribadi (PPh21) sudah sesual dengan
fetentuan canomi slarm yang mana kepentingan dilibat berdasaran kepada
kepentingan umum dan birkan pada kepentingan pribadi Jadi, s=hagal seorang waljib
majak berkewajinan untuk membayatkan pajaknya tepat waktu karena manfaat dari
cenggunaan dana pajak adalal demi kepantingan umuim.
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